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Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah Abdul Rauf Faewah 
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dan mendidik penulis hingga sampai seperti saat ini. Terima Kasih tak 
terhingga karena telah memberikan segala dukungan yang luar biasa 
kepada penulis. Baik itu berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi 
serta doa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas 
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kesehatan serta rezeki kepada kedua orang tua penulis. 
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waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini 
selesai. 
6. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran 
dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. 
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7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 
membagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
8. Pemerintah Kabupaten Maros yang telah memberikan izin untuk 
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9. Terima kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini Bupati dan 
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10. Terima Kasih kepada saudara-saudari kandung penulis, Sitti Deapati 
Puteri dan Muhammad Rimba Batara Alam yang senantiasa 
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hentinya kepada penulis selama ini. Terima kasih telah menjadi 
saudara sekaligus teman terbaik. Semoga kita  selalu bisa 
membahagiakan ayah dan ibu. 
11. Terima Kasih kepada kakek dan Nenek penulis, Dato’ Nining, Dato’ 
Intang, Dato’ Siang dan Dato’ Bali yang telah mencurahkan kasih 
sayang dan Do’a dalam membesarkan dan mendidik penulis. Semoga 
penulis mampu membahagiakan Dato di usia yang semakin menua. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang 
mempengaruhi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
Kabupaten Maros dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaran 
pemerintahan di Kabupaten Maros. 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang 
akan memberikan gambaran factual mengenai analisa gaya 
kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
Kabupaten Maros. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Gaya kepemimpinan Bupati 
Maros dalam hal ini bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM, adalah gaya 
kepemimpinan Demokratis dan administratif. 2. Faktor yang 
mempengaruhi gaya kepemimpinan Bupati dalam penyelenggraan 
pemerintahan di Kabupaten Maros antara lain; kemampuan, pengalaman 
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This study aims to determine the leadership style regent in Governance in 
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The type of research used in this research is descriptive, which will give 
factual description of the analytical style regent leadership in governance 
in Maros. 
The result of this study indicate that: 1. The regents Maros leadership style 
in this case Mr. Ir. H. Hatta Rahman, MM, is a Democratic and 
administrative. 2. The factors that affect the leadership style regent in 
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1.1 Latar Belakang 
Kepemimpinan merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang 
saling berhubungan satu dengan yang lain berisi menggerakkan, 
membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam 
berbuat sama. Seluruh kegiatan itu dapat disebut sebagai usaha 
mempengaruhi perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain ke arah 
pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga bisa diartikan proses interaksi 
antara pemimpin dengan pegawainya untuk berbuat sesuatu yang sesuai 
dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan pada suatu organisasi sangat 
ditentukan oleh bagaimana pimpinan mampu menerapkan gaya 
kepemimpinan yang tepat. 
Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu 
keterbatasan dan kelebihan-kelebihantertentu pada manusia. Di satu 
pihak, manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain 
ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di 
sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. 
Kepemimpinan yang tepat juga mendukung proses pembangunan pada 
suatu pemerintahan, dimana ketepatan dalam proses pembaginan tugas 
dan wewenang secara tepat secara langsung akan membantu proses 
pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. 
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Kepemimpinan merupakan hal yang sangat urgent diperhatikan 
dalam suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan di suatu daerah, 
karena kepemimpinan merupakan landasan untuk melakukan aktifitas-
aktivitas bagi seorang pemimpin. 
Masyarakat dalam suatu daerah juga berhak menentukan siapa 
yang akan menjadi kepala pemerintahan di daerahnya nanti, dan 
siapapun yang terpilih dan diangkat sebagai kepala daerah, tentunya 
harus dituntut memiliki jiwa kepemimpinan yang ideal, sehingga 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan sesuai 
tujuan semestinya.Kepemimpinan yang efektif sangat dipengaruhi oleh 
kepribadian pemimpin. Setiap pemimpin perlu memiliki aspek-aspek 
kepribadian yang dapat menunjang usaha dalam mewujudkan hubungan 
manusia yang efektif dengan anggota organisasinya. Kesuksesan atau 
kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah 
satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. 
Pemimpin yang sukses adalah apabila pemimpin tersebut mampu menjadi  
pencipta dan pendorong bagi bawahannya dengan menciptakan suasana 
dan budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan 
kinerja karyawannya. Pemimpin tersebut memiliki kemampuan untuk 
memberikan pengaruh positif bagi karyawannya untuk melakukan 




Pemerintahan Kabupaten Maros yang telah dipimpin selama satu 
periode oleh Ir.H.M.Hatta Rahman,MM, bersama wakilnya H.A.Harmil 
Mattotorang, MM. Pemerintahan dibawah kepemimpinan beliau telah 
menggiring Kabupaten Maros menjadi lebih baik dibandingkan 
kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut bisa terlihat pada 
prestasi yang diperoleh Kabupaten Maros Selama periode 
pemerintahannya. Berikut prestasi prestius yang dicapai sebagai berikut : 
1. Piagam Penghargaan Adipura dari Presiden RI tahun 2011. 
2. Piala Adipura dari Presiden RI tahun 2012. 
3. Piala Adipura dari Presiden RI tahun 2013. 
4. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI terhadap 
Laporan Keuangan Pemkab Maros Tahun 2012. 
5. Opini Wajar Dengan Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 
(WTP-DPP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemkab 
Maros Tahun Anggaran 2013. 
6. Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas capaian opini 
WTP Pemkab Maros tahun Anggaran 2013. 
7. Penghargaan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) kategori 
Komitmen Pencapaian INPRES No.2 Tahun 2014 pada aksi 
pelaksanaan Transportasi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme 
Pengadaan Barang/Jasa. 




9.  Lima besar Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum 
(PKPD-PU) Bidang Penataan Ruang tahun 2014. 
10. Tropi Penghargaan sebagai kabupaten terbaik kedua Tingkat 
Nasional dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang 
Pekerjaan Umum (PKPD-PU). 
11. Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan 
Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
12. Kursus Executive Education Trainning di Harvard Kennedy School 
(HKS) Boston Amerika Serikat Tahun 2013. 
13. Tokoh Peduli Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Wilayah 
Sulselbar Tahun 2014. 
14. Piagam Penghargaan Peningkatan Produksi Beras Diatas 5 % dari 
Presiden Republik Indonesia. 
15. Piagam Penghargaan Program Peningkatan Produksi Beras 
Nasional (P2BN) dari Menteri Pertanian. 
16. Tropi Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award 
Kemendagri RI kategori kaki lima tahun 2014. 
17. Penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 2013 
Kategori Tata Kelola Pemerintahan dari Menteri Dalam Negeri. 




19. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik 
Indonesia atas prestasi kinerja dalam pelaksanaan “Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang”. 
20. Piagam Penghargaan Terbaik II Penyetoran Iuran Wajib Tespen 
PNS dari PT Tespen. 
21. Tropi dan Piagam Penghargaan National Procurement Award 2014 
dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
(LKPP). 
22. Tropi Terbaik III Pameran APKASI Internasional Trade and 
Invesment Summit (AITIS) dan APKASI. 
23. Piagam Penghargaan Kepedulian Mengamankan dan Melindungi 
Wilayah Taman Nasional Batimurung Bulusaraung dari Menteri 
Kehutanan. 
24. Piagam Penghargaan Pencapaian Target Perekaman E-KTP Lebih 
Cepat dari Menteri Dalam Negeri. 
25. Penghargaan Lencana Melati dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan 
Pramuka. 
26. Penghargaan Anugerah Information Communication Technology 
(ICT) Pura dari Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai 
kategori Penerapan Informasi Teknologi. 




28. Piagam Penghargaan Sepuluh Terbaik Penerima Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari Gubernur Sulawesi 
Selatan. 
29. Piagam Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon dari 
Gubernur Sulawesi Selatan. 
30. Piagam Penghargaan Komitmen Menjaga dan Memelihara 
Lingkungan dari Koalisi Peduli Lingkungan Hidup Maros. 
31. Piala Adiwiyata dari Presiden Republik Indonesia Tahun 2012 
sebagai Sekolah berwawasan Lingkungan untuk SMP Negeri 2 
Maros. 
32. Piagam Penghargaan sebagai Apresiasi dari Gubernur Sulsel atas 
capaian opini WTP Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 
2013. 
33. Piagam Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan 
yang Baik dari Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Kabupaten Maros. 
34. Meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik kedua tingkat 
nasional atas prestasi dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah 
di bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) dalam sub bidang penataan 
ruang. 
35. Piagam Penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 
cabang Sulawesi Selatan atas partisipasi dan Kemitraannya 
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terhadap PWI Sulawesi Selatan sehingga wartawan dapat berakses 
dalam keterbukaan informasi. 
36. Penghargaan dari koran Harian Pare Pos sebagai Top Narasumber 
yang dinilai memiliki dedikasi dan kepedulian mendorong 
keterbukaan informasi dalam memajukan pembangunan demokrasi 
dan kemajuan daerah. (sumber Humas Pemkab Maros). 
Melihat serangkaian prestasi yang dicapai oleh pemerintahan 
Kabupaten Maros periode 2010 – 2015, tidak terlepas darikemampuan 
kepemimpinan seorang kepala daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Berangkat dari landasan tersebut penulis akan mengkaji 
dan menganalisis mengenai “ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN 
BUPATI PERIODE 2010-2015 DI KABUPATEN MAROS”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dalam undang-undang diatur mengenai wewenang dan tanggung 
jawab pemerintah terhadap masyarakat yang menghuni suatu daerah di 
Indonesia. Maka dalam implementasi seorang pemimpin memiliki peran 
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Mengacu pada uraian latar belakang serta untuk menghindari 
meluasnya pembahasan mengenai kepemimpinan bupati, maka peneliti 
membatasi rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanagaya kepemimpinan Bupati Maros dalam 
penyelenggaraan pemerintahan periode 2010-2015? 
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2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan Bupati Maros 
dalam penyelenggaraan pemerintahan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini 
maka tujuannya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang dilakukan bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros. 
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya 
kepemimpinan bupati dalam penyelenggaran pemerintahan di 
Kabupaten Maros. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang 
konsep pengembangan ilmu pemerintahan. 
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
Pemerintah Kabupaten Maros dalam memimpin daerahnya. 
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan 
memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat 
dikombinasikan dengan penelitian - penelitianilmiah lainnya, 






Dalam mengambil keputusan dan tindakan diperlukan adanya data-
data informasi yang mendukung mengenai masalah yang dihadapi. Data-
data yang harus dianalisis dengan baik sehingga tergambar hubungan 
antara satu data dengan yang lainnya. Menurut Sumardjoko warpani, 
analisis adalah uraian atau usaha mengenai arti suatu keadaan atau 
bahan keterangan-keterangan mengenai suatu keadaan di urus dan 
diselidiki hubungan satu dengan yang lain, diselidiki keadaan yang satu 
dengan yang lain. 
Menganalisis suatu fenomena atau gejala, terlebih dahulu harus 
mengetahui suatu keadaan yang akan dianalisis dan juga data yang 
tersedia harus lengkap karena akan dihubungkan antara satu dengan 
yang lainnya. Fungsi suatu analisis dalam suatu hal sangat penting dalam 
menentukan suatu kebijakansanaan terutama mengenai tindak lanjut 
pembangunan karena dalam mengambil keputusan peran analisis sangat 
berarti, dalam analisis yang diperlukan adalah kesimpulan dimana dapat 
digunakan pegangan terhadap pelaksanaan tindakan. 
Analisis merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan 
suatu kebijaksanaan, sebab dengan menentukan suatu dan kebijakan 
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tanpa di dahului dengan analisis dapat dipastikan keputusan yang 
dikeluarkan oleh pembuat keputusan tersebut diragukan keberhasilannya. 
2.2 Kepemimpinan Pemerintahan 
 Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” 
yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin melahirkan kata kerja 
“memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda 
“pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang 
membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu 
kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam  mencapai 
tujuan. 
a. Beberapa pengertian pokok 
1. Definisi pemimpin 
  Konsep “pemimpin”berasal dari kata asing “leader” 
dan “kepemimpinan” dari “leadership” . Bennis mengatakan 
bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil 
didunia., dan kepastian dengan hal ini hanya positif kalau 
seseorang mengetahui apa yang diinginkannya1. Kartono 
menyatakan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki 
superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan 
kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha 
                                                             
1Bennis, Warren, & Robbert Townsend, Reinventing Leadership: Menciptakan  Kembali 
Kepemimpinan. (Terjemahan). Batam, Inter Aksara, 1998, Hal. 71. 
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bersama guna mencapai sasaran tertentu2. Rivai menyatakan 
pemimpin adalah anggota dari suatu kumpulan orang yang 
diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak 
sesuai kedudukannya. Jadi pemimpin adalah juga seseorang 
dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat 
menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai 
tujuan kelompok3. Sudriamunawar, pemimpin adalah seseorang 
yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi 
para pengikutnya untuk melakukan kerja sama ke arah 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya4. Raven 
Wirjana, mengatakan bahwa pemimpin adalah 
“seorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, 
mempenagruhi orang-orang dalam mengkoordinasi serta 
mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta 
mencapai tujuan”.5 
Syafi’ie,  menyatakan bahwa pemimpin adalah orang 
yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan 
komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu 
dalam mencapai tujuan tertentu6. Sedangkan pengertian 
pemimpin yang paling baru sebagai post modern dari Lantu, 
                                                             
2Kartono, Kartini, Kepemimpinan: Apakah kepemimpinan Abnormal itu?, Jakarta, PT Raja 
Grafindo, 2005, hal. 51. 
3
Rivai, veitzhzal, Kiat kepemimpinan dalam abad ke 21, Jakarta, Murai kencana, 2004, Hal.65. 
4
Sudriamunawar, Haryono, Kepemimpinan Peran Serta Dan Produktivitas, Bandung, Maju 
Mundur, 2006, Hal 1. 
5
Raven Wirjana, Susilo Supardo, Kepemimpinan: Dasar – Dasar dan Pengembangannya, 
Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006, Hal. 4. 
6Syafi’ie, Inu Kencana, Kepemimpinan Pemerintahan Indinesia, Bandung, PT Refika Aditama, 
2003, Hal. 1. 
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menyatakan bahwa pemimpin adalah pelayan7. Definsi yang 
terakhir karena yang terjadi selama ini adalah pemimpin yang 
dilayani, bukan melayani. Intinya pemimpin adalah orang yang 
mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya. 
1. Perbedaan Pemimpin dan Pimpinan 
Perbedaan “pemimpin” dan “pimpinan” dapat ditelusuri 
melalui pendapat para pakar antara lain: menurut Rukmana, 
pejabat sudah pasti pimpinan, tapi belum tentu dapat berperan 
sebagai pemimpin8. Dari berbagai literature tentang kepemimpinan 
dapat dipahami bahwa pemimpin (leader) adalah orang yang 
melakukan atau menjalankan kepemimpinan (leadership). 
Sedangkan pimpinan adalah memcerminkan kedudukan seseorang 
atau sekelompok orang pada hierarki tertentu dalam suatu birokrasi 
formal maupun informal. Pimpinan birokrasi tentu saja mempunyai 
bawahan, yang karena kedudukannya sebagai pimpinan yaitu 
mempunyai kekuasaan formal (wewenang/authority) dan 
tanggungjawab (akuntabilitas). 
Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada perbedaan pemimpin dan pimpinan. 
Adapun perbedaan keduanya yaitu pemimpin adalah orang yang 
mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam 
                                                             
7Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, Alfabeta, 2013, hal 3. 
8
Harbani Pasolong, Pemimpin Birokrasi, Alfabeta, Bandung, 2013, Hal.3 
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rangka pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan “pimpinan dalah 
orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau 
birokrasi”. 
1. Definisi kepemimpinan 
Definisi kepemimpinan telah dikemukakan oleh 
berbagai literature kepemimpinan, namun definisi yang 
dikemukakan oleh para ahli tersebut, berbeda-beda 
tergantung dari perspektif unit analisis masing-masing. 
Maxwell, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi 
pengikut9. Lebih jauh Maxwell menjelaskan bahwa pemimpin 
terkemuka suatu kelompok tertentu sudah ditemukan, 
perhatikan saja orang-orang ketika mereka berkumpul. Kalau 
suatu persoalan harus diputuskan, siapa orang yang 
pandangannya tampak paling berharga, siapa yang paling 
diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang 
yang paling cepat disetujui oleh orang-orang lainnya?, yang 
paling penting siapa yang paling diikuti oleh orang lainnya? 
Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan membantu 
untuk menentukan siapa pemimpin yang sesungguhnya 
dalam suatu kelompok tertentu. Bahkan pengaruh menurut 
Maxwell merupakan investasi yang paling baik untuk masa 
depan.  
                                                             
9Maxwell, Jhon C, Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda, (Terjemahan), Jakarta, 
Binarupa Aksara, 1995, Hal. 1. 
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Koontz, menyatakan esensi kepemimpinan adalah 
kepengikutan. Dalam artian, bahwa adanya keinginan orang-
orang untuk mengikuti yang akan membuat seseorang 
menjadi pemimpin10. Harsey & Blanchard, menyebut 
kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas 
seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan 
dalam situasi tertentu11. Dari definisi kepemimpinan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa proses Kepemimpinan adalah 
Fungsi pemimpin, pengikut, dan variabel situasional lainnya : 
K = F(P,p,s). 
Jadi kepemimpinan merupakan aspek yang paling 
nyata dari kegiatan manajemen. Kepemimpinan yang 
dimaksud adalah seseorang yang cara pandangnya memiliki 
kualitas dalam melihat suatu masalah dan mampu 
mempengaruhi orang lain untuk menyetujui pendapatnya 
yang terjadi dalam sebuah kelompok yang lahir secara 
alamiah dalam diri seorang pemimpin. 
Dalam menjelaskan konsep pemimpin dan 
kepemimpinan, maka perlu pula memberikan definisi 
konsep-konsep yang erat kaitannya dengan kepemimpinan 
sebagai berikut, yaitu (1) Kredibilitas adalah fondasi 
kepemimpinan Kouzes. Menurutnya tanpa kredibilitas anda 
                                                             
10 Koonttz, Harold, Cyril o’Donnel & Heinz Wichrich, Manajemen, Jakarta, Erlangga, 1993, Hal 
147. 
11
 Harbani Pasolong, Op Cit, Hal. 5. 
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tidak dapat jadi pemimpin, karena dengan kredibiltas para 
pemimpin mendapatkan kepercayaan dan keyakinan. 
Kredibiltas berakar dari masa lalu dan berhubungan dengan 
reputasi. Sedangkan yang dimaksud reputasi menurut 
Kouzes adaalah jaminan manusia kaarena masa lalunya 
yang baik12. (2) Integritas menurut Maxwell, adalah factor 
kepemimpinan yang paling penting. Maxwell menyatakan 
bahwa dengan integritas kepemimpinan menjadi lengkap, 
merupakan kesatuan dari perkataan dengan perbuatan. 
Integritas adalah apa diri kita yang sesuingguhnya, atau 
dengan kata lain integritas bukan apa yang kita lakukan 
tetaapi lebih banyak siapa diri kita, karena dengan integritas 
dapat membangun kepercayaan13. (3) Kedudukan menurut 
Tulus adalah sekumpulan tugas, tanggungjawab, dan 
wewenang seseorang. (4) Jabatan adalah pekerjaan yang 
telah melembaga dalam suatu instansi atau telah 
membudaya dalam masyarakat. Jabatan mencakup 
tanggungjawab dan wewenang14. (5) Wewenang(authority) 
menurut Stooner, adalah suatu bentuk kekuasaan, seringkali 
dipergunakan secara lebih luas untuk menunjuk kemampuan 
manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri 
                                                             
12
 Kouzes, Kredibilitas (Terjemahan), Profesional Books, Jakarta, 1996, Hal. 25. 
13 Maxwell, Op cit, Hal. 37. 
14 Tulus, Moh. Agus, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Gramedia & Pustaka Utama, 
1995, Hal. 24. 
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seperti pengetahuan atau gelar15. (6) Tanggungjawab adalah 
hal yang menjadi keharusan pemegang jawaban untuk: (1) 
menerima diri sebagai penyebab utama mengenai suatu 
kejadian, baik atau buruk, benar atau salah. (2) menerima 
diri untuk dibenarkan atau disalahkan mengenai suatu 
kejadian. (3) menerima hukuman jika salah melakukan 
sesuatu. (4) memberi jawaban dan penjelasan dalam hal 
tertentu. (7) Kewibawaan adalah kelebihan yang dimiliki oleh 
seseorang sehingga orang lain dapat mematuhi 
kehendaknya tanpa tekanan dalam melakukan kegiatan 
untuk mencapai tujuan. (8) Kemampuan adalah totalitas 
kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 
suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. (9) 
Pengaruh(influence) menurut Stooner, adalah tindakan atau 
contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap 
atau tingkah laku orang atau kelompok lain16. 
Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang sukses 
memimpin dirinya sendiri. Tapi kunci menuju sukses dalam 
memimpin birokrasi adalah kemampuan memimpin bawahan 
secara sukses.  
 
 
                                                             
15 Stooner, Manajemen, PT Indeks Gramedia Grup, Jakarta, 1996,  Hal. 41. 
16
 Stooner, Op cit, Hal. 161. 
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2. Syarat-Syarat Kepemimpinan 
Syarat-syarat kepemimpinan sangat urgent 
diperhatikan, oleh karena merupakan landasan untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas seorang pemimpin. Jika syarat-
syarat menjadi pemimpin terpenuhi, maka akan melahirkan 
pemimpin yang berkualitas. Kartono, mengatakan bahwa 
persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan 
tiga hal penting, yaitu : (1) Kekuasaan, yaitu otoritas dan 
legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin 
guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk 
membuat sesuatu, (2) Kelebihan, keunggulan, keutamaan 
sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga 
orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia 
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, (3) Kemampuan, 
yaitu segala daya kesanggupan, kekuatan dan 
kecakapan/keterampilan teknis maupun social yang 
dianggap melebihi kemampuan anggota biasa17. 
Stogdill mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki 
beberapa kelebihan, yaitu: (1) Kapasitas, yaitu kecerdasan, 
kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, 
keaslian dan kemampuan menilai. (2) prestasi atau 
achievement, yaitu gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan 
                                                             
17
 Kartono, Op cit, Hal. 36 – 38. 
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perolehan dalam olahraga dan atletik, dan lain-lain. (3) 
Tanggungjawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, 
percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. (4) 
Partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu 
bergaul,  kooperatif atau suka bekerja sama, mudah 
menyesuaikan diri, punya rasa humor. (5) Status, yaitu 
memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, 
popular, dan tenar18. 
 
3. Faktor-faktor yang Memepengaruhi Kepemimpinan 
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
kepemimpinan dari seorang kepala daerah. Hal tersebut 
antara lain: 
a) Kemampuan/Skill 
 Kemampuan seorang kepala daerah dalam 
melakukan terobosan yang bersifat kreativitas dan 
inovatif. 
b) Pengalaman Kerja 
 Merupakan keterampilan yang diperoleh melalui 
kegiatan kerja yang diukur dari lamanya seseorang 
bekerja pada suatu bidang tertentu. 
 
                                                             
18
 Harbani Pasolong, Op Cit, Hal. 12. 
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c) Lingkungan Kerja 
 Segala sesuatu yang ada disekitar organisasi yang 
mampu memberi dampak seorang kepala dalam 
menjalankan tata kelola pemerintahan. 
 
4. Teori Kepemimpinan Pemerintahan 
Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang 
salingmempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut atau 
bawahannya yang menginginkan perubahan nyata yang 
mencerminkan tujuan bersamanya. Pemaknaan kepemimpinan 
dapat menyangkut aspek yang berbeda satu dengan yang lainnya. 
Terkadang orang menganggap bahwa kepemimpinan merupakan 
seni, yaitu seni mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan 
dan perbuatan yang diinginkan pemimpin. Olehnya itu pemilihan 
gayakepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi eksternal 
yang tepat dapat mengarahkan pencapain tujuan 
birokrasipemerintahan. 
 Komaruddin, mengatakan bahwa teori adalah seperangkat 
konsep, definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan 
menunjukkan gejala-gejala secara sistematis dengan menuntukan 
hubungan-hubungan antara variable-variabel dengan tujuan untuk 
menjelaskan dan meramal gejala-gejala tertentu terjadi19. Jadi 
                                                             
19
 Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta, PT Bumi Aksara, 1994, Hal. 855. 
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praktek kepemimpinan pemerintahan dibimbing oleh teori 
kepemimpinan pemerintahan, sehingga teori ini memberi 
kepemimpinan perilaku para pemimpin pemerintahan berinterelasi 
yaitu dengan menerapkan bagaimana suatu peristiwa dan gejala 
tertentu terjadi. 
 Untuk itu marilah kita simak beberapa teori kepemimpinan 
pemerintahan berikut dibawah ini : 
1. Teori otokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan. 
 Teori otokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dalam 
menjalankan tugasnya bekerja tanpa menerima saran dari 
bawahan, perintah diberikan dalam satu arah saja artinya 
bawahan tidak diperkenankan membantah, mengkritik, bahkan 
bertanya. 
 Cara ini biasanya terjadi pada organisasi militer terutama 
dalam keadaan darurat, dan memang berakibat cepat serta 
efektif namun tidak menutup kemungkinan timbulnya keresahan 
di kalangan bawahan. Apabila penyampaian pesan cukup jelas 
maka kebijakan (policy) atasan tidak memerlukan kebijaksanaan 
(wisdom) bawahan sebagai penjabaran dan inisiatif, tetapi bila 




 Untuk itu perlu dalam teori otokrasi ini pemimpin yang benar 
secara logika dan baik secara moral bahkan memiliki estetis 
kendati keras sekalipun. Dalam teori ini diperlukan pimpinan 
yang bersuara keras, berbadan besar, memiliki senjata, serta 
tangan yang selalu menunjuk kearah yang diperlukan agar tidak 
ada salah arah. Dalam keadaan darurat seperti 
penanggulangan bahaya, menghadapi musuh, terpepetnya 
waktu serta rawan kritisnya situasi teori ini diperlukan karena 
organisasi tidak memiliki waktu untuk berdialog. 
 Dalam pemerintahan, pejabat seperti gubernur, bupati, 
walikota, camat, kepala desa, dan lurah yang sedang 
menghadapi gelombang demonstrasi, kebakaran, kecelakaan 
dan lain-lain peristiwa kritis dimana dirinya sedang menjadi 
sorotan perhatian maka penguasaan massa dapat dilakukan 
dengan hipnotis namun penampilan harus bpenuh dengan 
kewibawaan, kemantapan dan percaya diri. 
 Namun bagi pimpinan yang bersuara kecil, tangan yang 
gemetar dan hati yang ragu-ragu akan berakibat fatal, oleh 
karena itu disekeliling  pimpinan harus disiapkan sekelompok 
pendukung. Kelemahan teori ini adalah akan berbalik arah 




 Pertimbangan ruang dan waktu untuk teori kepemimpinan 
yang otokratis ini adalah ditempat yang cenderung relatif 
terbelakang, tradisional, menghadapi bawahan yang jelas 
bersalah dan mereka mengakui serta menyadarinya, itulah 
sebabnya untuk pemberantasan buta huruf di pedalaman Irian 
Jaya (Papua) kalau perlu memakai senjata api. 
 Semakin suatu lokasi cenderung modernism aka teori ini 
harus semakin dikurangi, begitu juga untuk hal situasi, semakin 
suatu keadaan semakin tenang maka teori ini maka strategi ini 
semakin dikurangi, untuk  itu diperlukan dramatisir keadaan 
bagaimana berjasanya sang pimpinan setelah beberapa waktu 
berlalu marah dengan suara keras, kasar, dan lantang. 
2. Teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan 
 Teori sifat dalam dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan tercipta dari 
seseorang berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki seseorang 
tersebut. Berarti yang bersangkutan sudah sejak lahir memiliki 
ciri-ciri untuk menjadi pemimpin. 
 Menurut teori ini seseorang memiliki bawaan bakat turunan, 
antara lain cukup terampil untuk mengurus orang lain, memiliki 
kepekaan inisiatif, mempunyai rangsangan emosional untuk 
membela teman, dewasa dalam pemikiran, pandai membujuk 
dengan rayuan yang menghanyutkan, gampang berkomunikasi, 
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percaya untuk tampil didepan umum, kreatif dalam menemukan 
gagasan baru, mempunyai persepsi positif serta jalan keluar 
setiap masalah, dan selalu bepartisipasi dalam setiap kegiatan 
orang lain. 
 Biasanya yang bersangkutan dalam berbagai acara terkesan 
sombong dan terlalu mengatur, tetapi hal tersebut karena 
kepeduliannya kepada lingkungan, tangannya ringan untuk 
membantu, gaya berdirinya tidak terlalu menunduk, telunjuknya 
sering diarahkan pada hal-hal yang perlu dikerjakan orang lain, 
itulah sebabnya teori sifat ini sering berangkat dari fisik 
seseorangyaitu mereka yang berbadan tinggi besar berbakat 
untuk memimpin keamanan, mereka yang bersuara keras tepat 
untuk berorasi didepan umum. 
 Tetapi kemudian teori ini mengalami kelemahan karena 
mereka yang berbadan besar tidak menutup kemungkinan 
berperilaku feminism, begitu pula mereka yang bersuara 
baritone malahan tidak terampil berpidato karena gagap dan 
pemalu. 
 Oleh karena itu para pengkritik teori sifat dalam 
kepemimpinan pemerintahan ini berpendapat bahwa tidak ada 
hubungan antara sifat kepemimpian dengan tingkat 
keberhasilan, bagi para pengkritik ini pemimpinbukan dilahirkan 
dengan sifat-sifat khususnya tetapi dapat dibentuk melalui 
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kebiasaan, inilah yang dalam pepatah dikenal sebagai “alah 
bisa karena biasa”. 
3.   Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan 
 Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori yang pemimpinnya benar-benar merasakan bawahannya 
(baik rakyat maupun staf) sebagai manusia yang dapat 
dimotivasi kebutuhannya sehingga menimbukan kepuasan 
kerja, untuk itu teori ini berkaitan dengan teori mativasi. Ada tiga 
pakar yang popular dengan teori motivasi, yaitu Abrshsn 
Maslow, Douglas Mac Gregor, dan David Mac Clelland. 
 Abraham maslow memotifasi orang lain dengan memenuhi 
tingakat kebutuhan dasar (basic needs) yaitu kebutuhan fisik 
(physiological need), kebutuhan agar selalu aman (safety need), 
kebutuhan bermasyarakat (social need), kebutuhan untuk 
dihormati (esteem need), serta kebutuhan untuk mewujudkan 
diri (self actualization need). Uraian ini disampaikan Maslow 
dalam bukunya yang popular yaitu Motivation Personality 
(1959). 
 David Mac Clelland dan kawan-kawannya memotivasi orang 
lain dengan memenuhi tingkat kebutuhan untuk berprestasi, 
kebutuhan untuk berkuasa, dan kemudian kebutuhan untuk 
berteman. Uraiannya ditulis dalam buku The Achievement 
Movie (1953) dan Achiving society (1961). 
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 Douglas Mac Gregor memotivasi orang lain dengan melihat 
bakat dasarnya terlebih dulu yang dikenal dengan teori X dan Y, 
yaitu adanya manusia yang pada hakekatnya tidak suka 
bekerja, tidak berambisi, dan tidak bertanggungjawab  oleh 
karena itu perlu didorong, kendati dipihak lain ada manusia yang 
mampu mengawasi dirinya sendiri, penuh inisiatif, kreatif, yang 
sudah tentu diberi kesempatan. 
 Hanya kemudiabn muncul lagi teori Z yang dikemukakan 
oleh Willian G. Ouchi yang berasumsi bahwa produktivitas harus 
lebih dipandang sebagai suatu problem organisasi oleh karena 
itu perlu kerja sama tim yang handal. Bahkan produktivitas 
dapat ditingkatkan lagi lebih intensif bagi para bawahan melalui 
ancaman sanksi bagi pelanggar sedangkan pemberian 
penghargaan bagi yang berprestasi. 
4. Teori perilaku pribadi dalam kepemimpinan pemerintahan 
 Teori perilaku pribadi dalam pemerintahan adalah teori 
dimana pemimpin melakukan pendekatan pada bawahan 
melalui cara-cara non formal yang tidak resmi, dengan begitu 
perintah biasanya dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. Jadi 
kalau tepri otokrasi dinilai cukup efektif hasilnya maka teori 
perilaku cukup efisien dalam tenaga dan biaya. 
 Tidak menutup kemungkinan pemimpin yang menggunakan 
teori ini memberikan perintahnya pada tempat yang tidak resmi 
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misalnya lapangan olahraga seperti tenis, badminton, golf, bola 
kaki dan lain-lain atau pada berbagai pesta seperti sunatan, 
pernikahan, pertunangan, dan hal lain-lain. Hal ini melihat ruang 
tempat memberikan perintah yang tidak resmi. 
 Sedangkan memberikan perintah tidak resmipada teori 
perilaku pribadi ini dilihat dari waktunya terkadang pada waktu 
berkendaraan seperti diatas mobil, motor, kereta api, pesawat 
udara, kapal laut dan lain-lain atau ketika sedang berkomunikasi 
secara santai seperti dalam telepon, faximille, pager, dan lain-
lain yang tidak menggunakan kata-kata dan kop dinas. 
 Dalam teori ini pembicaraan dimulai dari menanyakan 
keluarga seperti anak, isteri, tetangga, ibu, bapak, dan saudara 
lainnya sehingga dengan begitu tidak langsung pada sasaran, 
dengan demikian dapat diperhitungkan saat waktu yang tepat 
untuk mengeluarkan perintah atau suruhan menjadi tidak terasa. 
 Untuk itu teori ini memerlukan bakat tersendiri dari pemimpin 
yang melakukannya, dalam kepemimpinan pemarintahan 
biasanya atasan mengadakan arisan, undangan makan malam, 
kumpul reuni, kesukuan, keagamaan. Di Indonesia hal ini 
sangat terdukung karena masyarakat Indonesia dari suku 
apapun selalu mendahulukan pemimpin pemerintahan karena 
paternalistik yang dianutnya, walaupun pemimpin pemerintahan 
hanya menyampaikan perintah belum sindiran, sering bawahan 
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sudah menangkap artinya yang dalam bahasa Minangkabau 
“Alun takilek la takalam, kilek baliuang lah ka kaki” artinya 
sebelum terang sudah diketahui, seluruh apa yang dikehendaki 
sudah mengerti. 
5. Teori lingkungan dalam kepemimpinan pemerintahan 
 Teori lingkungan dalam kepemimpinan  pemeerintahan 
adalah teori yang memperhitungkan ruang dan waktu, berbeda 
dengan teori sifat yang mengatakan bahwa pemimpin itu 
dilahirkan (leader is born) maka dalam teori ini pemimpin dapat 
dibentuk. 
 Karena suasana kemerdekaan membutuhkan seorang 
politikus yang memiliki kemampuan orasi yang membakar 
semangat rakyat, Soekarno tampil ke panggung kepemimpinan 
pemerintahan. Begitu juga ketika PKI dipersalahkan melakukan 
pemberontakan dan pembantaian para jenderal, maka 
diperlukan seorang jenderal bernama Soeharto naik 
kepanggung kepemimpinan pemerintahan. 
 Lingkungan dapat diciptakan suasanya, misal kondisi dibuat 
sedemikian rupa kacau, lalu datanglah seseorang menjadi 
arbiter walaupun yang bersangkutan dapat saja menjadi 
pemicunya. Hal ini dikenal dengan pemimpin yang berasal dari 
provokator. 
6. Teori situasi dalam kepemimpinan pemerintahan  
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 Teori situasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori 
dimana pemimpin memanfaatkan situasi dan kondisi 
bawahannya dalam kepemimpinannya. Yaitu dengan 
memperhatikan dukungan dan pengarahan sebagai beriku : 
a) Bila kepada seorang bawahan tidak terlalu banyak diberikan 
dukungan dan pengarah, maka berarti bawahan tersebut 
sudah matang, artinya bahwa bawahan tersebut memang 
mampu bekerja dan yakin akan menyelesaikannya, oleh 
karenanya pimpinan dapat mendelegasikan wewenangnya, 
jadi disebut dengan  delegating. 
b) Bila kepada seorang bawahan pimpinan harus banyak 
memberikan dukungan tetapi sedikit memberikan 
pengarahan, hal tersebut adalah karena bawahan tersebut 
mampu bekerja tetapi tidak mau melakukannya. Jadi pada 
keadaan seperti ini kita harus berpartisipasi sepenuhnya 
disebut denganparticipating. 
c) Bila kepada seorang bawahan pimpinan harus memberikan 
dukungan dan banyak pula memberikan pengarahan, hal 
tersebut adalah karena bawahan tersebut sebenarnya tidak 
mampu tapi mau bekerja, pada kelompok ini biasanya 




d) Bila kepada seorang bawahan pimpinan harus banyak 
memberikan pengarahan tetapi sedikit memberikan 
dukungan, hal tersebut adalah karena bawahan tersebut 
tidak matang, tidak mampu, tidak mau dan tidak mantap, jadi 
tidak perlu didukung tetapi perlu diarahkan disebut denan 
istilah telling. 
7. Teori pertukaran dalam kepemimpinan pemerintahan 
 Teori pertukaran dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori dimana pemimpin pemerintahan dalam mempengaruhi 
bawahannya memakai strategi take and give yaitu sebagai 
berikut : 
 Ketika atasan hendak memberikan memberikan perintah 
maka selalu diutarakan bahwa bila berhasil akan dinaikkan gaji, 
atau sebaliknya sebelum penerimaan suatu honor lalu pemimpin 
mengutarakan bahwa selayaknya bawahan bekerja lebih rajin, 
dengan demikian akan menjadi bawahan yang tahu diri. 
 Dengan begitu pemimpin yang memakai teori ini senantiasa 
dalam setiap penggajian, penghonaran, dan pemberian apapun 
dijadikan semacam jasa yang ditanamkan organisasi yang saat 
itu sedang dipimpin oleh yang bersangkutan. 
 Sudah barang tentu bahwa pemimpin ini sportif juga harus 
menyetujui bila suatu ketika bawahan juga mengandalkan jasa 
yang diberinya, dalam arti setiap sumbangan yang mereka 
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berikan, setiap pengabdian yang mereka dermakan, dan setiap 
jerih payah yang mereka keluarkan pada giliran berikutnya 
harus dibayar dengan honor tertentu. 
 Strategi pertukaran seperti ini mirip dengan pencaloan yang 
harus sportif membayar setiap tenaga dan keringat yang 
dikeluarkan, komersialisme tenaga ini akan menghilangkan 
pengabdian untuk berbagi tugas, biasanya terjadi pada aparat 
pemerintahan kota besar yang kehidupan masyarakatnya sudah 
patembayan. 
 Karena pemimpin pemerintahan bekerja bersentuhan 
diseluruh lapisan masyarakat, maka tidak sepatutnya pemimpin 
pemerintahan menggiring teori ini untuk organisasi keagamaan, 
karena pada organisasi keagamaan diperlukan pengabdian 
yang ganjarannya diberikan pada akhir masa nanti (akhirat) 
yang dikenal dengan istilah pahala. 
8. Teori kontigensi dalam kepemimpinan pemerintahan  
Teori kontigensi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah 
teori yang berpatokan pada tiga hal yaitu hubungan atasan 
dengan bawahan, struktur/orientasi tugas dan posisi/wibawa 
pemimpin yang dikemukakan oleh Fred Fiedler (1976) dalam 
bukunya A Theory Of leadership effective. 
 Dari keterangan tersebut diatas ditemukanlah delapan 
kondisi pemerintahan yaitu: 
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1. Hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas 
berpola, dan wibawa pemimpin yang kuat. 
2. Hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas 
berpola tetapi wibawa pemimpin yang lemah. 
3. Hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas 
tidak berpola, wibawa pemimpin yang kuat. 
4. Hubungan atasan dan bawahan yang baik, struktur 
tugas tidak berpola, wibawa pemimpin yang lemah. 
5. Hubungan atasan dan bawahan buruk, struktur tugas 
berpola, wibawa pemimpin yang kuat. 
6. Hubungan atasan dan bawahan yang buruk, struktur 
tugas berpola, wibawa pemimpin yang lemah. 
7. Hubungan atasan dan bawahan buruk, struktur tugas 
tidak berpola, wibawa pemimpin yang kuat. 
8. Hubungan atasan dan bawahan buruk, struktur tugas 
tidak berpola, wibawa pemimpin yang lemah. 
 
2.3 Gaya Kepemimpinan 
Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa inggris “style” yang 
berarti mode seseorang yang selalu Nampak yang menjadi ciri khas 
orang tersebut. Gaya merupakan kebiasaan yang melekat pada diri 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. 
Stoner, mengatakan bahwa gaya kepemimpinan (leadership style) 
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adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin 
dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja20. Stoner 
membagi dua gaya kepemimpinan yaitu: (1) Gaya yang berorientasi 
pada tugas pegawai secara ketat untuk memastikan tugas 
dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih 
ditekankan pada pertumbuhan pegawai atau secara pribadi. (2) 
Gaya yang berorientasi pada pegawai lebih menekankan pada 
memotivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin 
hubungan bersahabat, saling percayadan saling menghargai 
dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisipasi 
dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka. 
Gaya kepemimpinan menurut Thoha adalah merupakan 
norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 
tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain21.  
Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh 
seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, 
mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka 
pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 
Adapun beberapa gaya kepemimpinan pemerintahan (1) Gaya 
karismatis, (2) Gaya paternalistis dan maternalistis, (3) Gaya 
                                                             
20 Stoner, Op cit, Hal. 165. 




militeristis, (4) Gaya otokratis/otoritatif, (5) Gaya laisser faire,(6) 
Gaya populistis, (7) Gaya administratif, dan (8)Gaya demokratis22. 
1. Gaya Karismatis 
Gaya pemimpin karismatis ini memiliki kekuatan energy, 
daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk 
mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut 
yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang 
bisa dipercaya. Sampai sekarangpun orang tidak mengetahui 
benar sebab-sebabnya, mengapa seseorang itu memiliki 
karisma begitu besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan ghaib 
(supernatural power) dan kemampuan-kemampuan yang 
superhuman, yang diperolehnya sebagai karunia yang 
mahakuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan 
berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas 
kepribadian pemimpin itu memancarkan pengaruh dan dayatarik 
yang teramat besar. Tokoh-tokoh besar semacam ini antara lain 
ialah: Gengis Khan, Hitler, Gandhi, John F. Kennedy, Soekarno, 
Margarete Tatcher, Gorbachev, dan lain-lain. 
 
2. Gaya Peternalistis 
Yaitu gaya kepemimpinan yang kebapaan, dengan sifat-sifat 
antara lain sebagai berikut: 
                                                             
22
Kartono, Op cit, Hal. 80 – 87. 
34 
 
a. Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang 
tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu 
dikembangkan. 
b. Dia bersikap terlalu melindungi. 
c. Dia jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengambil keputusan sendiri. 
d. Dia hampir tidak memberikan kesempatan kepada bawahan 
untuk berinisiatif. 
e. Dia hampir tidak memberikan kesempatan pada pengikut 
dan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya 
kreativitas mereka sendiri. 
f. Selalu bersikap maha-tahu dan maha-benar. 
Selanjutnya gaya kepemimpinan yang meternalistis juga 
mirip dengan gaya paternalistis, hanya dengan perbedaan adanya 
sikap over-protective atau terlalu melindungi yang lebih menonjol, 
disertai kasih sayang yang berlebihan. 
3. Gaya Militeristis 
Gaya ini sifatnya semi militer. Hanya gaya luaran saja yang 
mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, gaya ini 
mirip sekali dengan gaya kepemimpinan otoriter. Hendaknya 
dipahami, bahwa gaya kepemimpinan militeristis itu berbeda sekali 
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dengan kepemimpinan organisasi militer (seorang tokoh militer). 
Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeristis antara lain ialah: 
a. Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando 
terhadap bawahannya, keras, sangat otoriter, kaku, dan 
seringkali kurang bijaksana. 
b. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. 
c. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan 
tanda-tanda kebesaran yang berlebih-lebihan. 
d. Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya. 
e. Tidak menghendaki saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan 
dari bawahannya. 
f. Komunikasi hanya berlangsung searah saja. 
 
4. Gaya Otokrasi 
Otokrat berasal dari perkataan autos = sendiri, daan kratos = 
kekuasaan, kekuatan. Jadi otokrat berarti penguasa 
absolut.Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada 
kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya 
selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada a one-man 
show. Dia berambisi sekali untuk merajai situasi. Setiap perintah 
dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya. 
Anak buah tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai 
rencana dan tindakan yang harus dilakukan. Semua pujian dan 
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kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan 
pribadi pemimpin sendiri. 
Selanjutnya, pemimpin selalu berdiri jauh dari anggota 
kelompoknya, jadi ada sikap yang menyisihkan diri dan 
eksklusivisme. Pemimpin otokrasi ini senantiasa ingin berkuasa 
absolut, tunggal, dan merajai keadaan. Dia itu semisal sebuah 
sistem pemanas kuno, yang memberikan panasnya tanpa melihat 
dan mempertimbangkan iklim emosional anak buah dan 
lingkungannya. 
Sikap dan prinsip-prinsipnya sangat konservatif/kuno dan ketat-
kaku. Dengan keras dia mempertahankan prinsip-prinsip business, 
efektivitas, efisiensi, dan hal-hal yang zakelijk. Maka anthoritative 
itu desebut sebagai ketat-kaku berorientasi pada struktur dan 
tugas-tugas. Pemimpin mau bersikap “baik” terhadap bawahan, 
asal bawahan tadi bersedia patuh secara mutlak dan menyadari 
tempatnya sendiri-sendiri. Yang paling disukai ialah tipe pegawai 
dan buruh “hamba nan setia”. 
5. Gaya Laissez Faire 
Kepemimpinan laissez faire ditampilkan oleh seorang tokoh 
yang sebenarnya tidak becus mengurus dan dia menyerahkan 
semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau 
semua anggotanya. Dia adalah seorang ketua yang bertindak 
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sebagai simbol, dengan macam-macam hiasan atau ornamen yang 
mentereng. Biasanya dia tidak memiliki keterampilan teknis.  
6. Gaya Populistis 
Professor Peter Worsley dalam bukunya The Third World 
mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan 
yang dapat membangunkan solidaritas rakyat, yang menekankan 
masalah kesatuan nasional, nasionalisme, dan sikap yang berhati-
hati terhadap kolonialisme dan penindasan, penghisapan dan 
penguasaan oleh kekuatan-kekuatan asing (luar negeri). 
Kepemimpinan populistis ini berpegang teguh pada nilai-nilai 
masyarakat yang tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan 
kekuatan serta bantuan hutang-hutang luar negeri (asing). 
Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan (kembali) 
nasionalisme. Dan oleh Professor S.N Eisenstadt populistis erat 
dikaitkan dengan modernitas tradisional. 
7. Gaya Administratif atau Eksekutif 
Kepemimpinan gaya administratif ialah kepemimpinan yang 
mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. 
Sedang para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator-
administratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi 
dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem 
administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah yaitu 
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untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya, dan usaha 
pembangunan pada umumnya. Dengan kepemimpinan administratif 
ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, 
industry, manajemen modern dan perkembangan social ditengah 
masyarakat.   
8. Gaya Demokratis 
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan 
memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. 
Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan 
penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) 
dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini 
bukan terletak pada “person atau individu pemimpin” akan tetapi 
kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga 
kelompok. 
Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap 
imdividu mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Juga 
bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya 
masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota 
seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat. 
Kepemimpinan demokratis juga sering disebut sebagai 
kepemimpinan group developer. 
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Kepemimpinan demokratis biasanya berlangsung secara 
mantap, dengan adanya gejala-gejala sebagai berikut: 
a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan 
lancar, sekalipun pemimpin tersebut tidak ada dikantor. 
b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke  bawah, dan 
masing-masing orang menyadari tugas serta 
kewajibannya sehingga mereka merasa senang, puas, 
pasti dan aman menyandang setiap tugas kewajibannya. 
c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya 
dan kelancaran kerja sama dari setiap warga kelompok. 
d. Dengan begitu pemimpin demokratis berfungsi sebagai 
katalisator untuk mempercepat dinamisme dan kerja 
sama demi pencapaian tujuan organisasi dengan cara 
yang paling cocok dengan jiwa kelompok dan situasinya. 
Secara ringkas dapat dinyatakan, kepemimpinan demokratis 
menitikberatkan  masalah aktivitas setiap anggota kelompok yang 
semuanya terlibat aktif dalam penentuan sikap, pembuatan rencana-
rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja (yang 
ditanamkan secara sukarela oleh kelompok-kelompok dalam 




















1 Bersikap terlalu melindungi √ √       
2 
Komunikasi hanya berlangsung 
satu arah 
  √ √     
3 
Keputusan dan kebijakan dibuat 
bersama antara pimpinan dan 
bawahan 
       √ 
4 
Pimpinan bersedia melimpahkan 
sebagian wewenang kepada 
bawahan 
    √   √ 
5 
Bersikap maha tahu dan maha 
benar 
 √ √ √     
6 
Tidak memberi kesempatan pada 
bawahan untuk berinisiatif dan 
mengembangkan kreativitas 




Prakarsa dapat datang dari 
pimpinan maupun bawahan 
       √ 
8 
Menuntut disiplin keras dan kaku 
dari bawahan 
 √ √ √ √    
9 Adanya sikap eksklusivisme   √ √ √    
10 
Pengawasan terhadap sikap, 
tingkah laku, perbuatan atau 
kegiatan para bawahan dilakukan 
secara wajar 
       √ 
11 
Pemimpin bersikap sebagai 
simbol. 
√  √ √ √    
12 Wewenang pemimpin tidak mutlak        √ 
13 
 
Komunikasi berlangsung secara 
timbal balik, baik yang terjadi 
antara pimpinan dan bawahan 
maupun sesama bawahan. 
 






Pimpinan memperhatikan dalam 
bersikap dan bertindak, adanya 
saling percaya, saling 
menghormati. 
        
 
    √ 
 
15 
Menekankan masalah isu 
kesatuan nasional. 
       
      √ 
 
 




 Keberadaan seorang kepala daerah diatur dalam Undang-undang 
No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa: 
1. Pada Pasal 24 ayat (1)  Setiap daerah dipimpin oleh kepala 
pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, ayat (2)  Kepala 
daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) untuk provinsi disebut 
Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut 
walikota, dan ayat (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.  
2. Pada Pasal 25 Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, 
(a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (b) mengajukan 
rancangan Perda; (c) menetapkan Perda yang telah mendapat 
persetujuan bersama DPRD; (d) menyusun dan mengajukan 
rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan 
ditetapkan bersama; (e) mengupayakan terlaksananya kewajiban 
daerah; (f)  mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, 
dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; dan (g) melaksanakan 
tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
3. Pada Pasal 27, dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala 
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daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban, (a)  
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; (b)  meningkatkan kesejahteraan 
rakyat; (c)  memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; (d)  
melaksanakan kehidupan demokrasi; (e)  menaati dan menegakkan 
seluruh peraturan perundangundangan; (f)  menjaga etika dan 
norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (g)  
memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; (h)  
melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;(i)  
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan daerah; (j)  menjalin hubungan kerja dengan seluruh 
instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; (k)  
menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.  
4. Pada Pasal 27 ayat (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat.(1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga 
untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahandaerah 
kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan 




5. Pada Pasal 27 ayat (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk 
Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 
untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
 
2.5Kerangka Konsep 
Kepemimpinan merupakan hal yang sangat urgen diperhatikan 
dalam suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan di suatu daerah, 
karena kepemimpinan merupakan landasan untuk melakukan aktifitas-
aktivitas bagi seorang pemimpin. Pemerintahan Kabupaten Maros 
yang telah dipimpin selama satu periode olehIr.H.Hatta 
Rahman,MM,yang sekaligus putra daerah Kabupaten Marostelah 
menggiring Kabupaten Maros menjadi lebih baik dibandingkan 
kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. 
Pemimpin dalam hal ini Bupati Maros dalam menjalankan 
pemerintahannya dengan perilaku atau gaya kepemimpinannya 
sendiri. Ada delapan kategori gaya kepemimpinan yakni, Gaya 
karismatis, Gaya paternalistis dan maternalistis, Gaya militeristis, Gaya 
otokratis/otoritatif, Gaya laisser faire, Gaya populistis, Gaya 
administratif, danGaya demokratis. Dari kedelapan gaya tersebut, 
salah satu atau lebih bisa menjadi gaya yang dimiliki oleh Bupati 
46 
 
Kabupaten Maros sehingga Kabupaten Maros bisa berkembang 
seperti saat ini.  
Kepemimpinan ini tidak terlepas dari faktor yang 
mempengaruhinya. Ada tiga faktor yakni, Kemampuan/Skill, 
Lingkungan Kerja dan Pengalaman Kerja. Ketiga faktor tersebut bisa 
menjadi landasan dari gaya kepemimpinan Bupati Maros. 
Penyelenggaraan pemerintahan dibawah kepemimpinannya 
yang menjadi faktor keberhasilan dari pemerintahan di Kabupaten 
Maros. Penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan dapat dilihat 
dari gaya kepemimpinan yang dimiliki dan tidak lepas dari faktor-faktor 
yang mempengaruhi kepempinannya sehingga Bupati Maros yang 
telah membawa Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir ini 
meraih puluhan prestasi. 






3.1 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi 
Selatan. Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang 
dipimpin oleh putra daerahnya dan telah menggiring daerah tersebut 
untuk mencapai berbagai prestasi yang membanggakan. 
3.2 Jenis Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
deskriptif yang memberikan gambaran tentang kepemimpinan 
pemerintahan Kabupaten Maros periode 2010 - 2015. Pada umumnya 
kegiatan penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, 
interprestasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan 
data tersebut. 
3.3 Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dua sumber yaitu, 
data primer dan data sekunder 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan 
dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview 
(wawancara). Penelitian ini akan lebih menekankan pada data 
primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam 
48 
 
rangka mengetahui analisis dari kepemimpinan tersebut. Ada pun 
informan yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut: 
a. Bupati Kabupaten Maros Periode 2010 - 2015. 
b. Wakil Bupati Kabupaten Maros periode 2010 – 2015. 
c. Ketua DPRD Kabupaten Maros. 
d. Sekertaris Daerah Kabupaten Maros. 
e. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Maros. 
f. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Maros. 
 Kepala Dinas Pendidikan. 
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 
(BKDD). 
 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah. 
 Kepala Inspektorat. 
 Camat Moncongloe. 
g. Tokoh Masyarakat Kabupaten Maros. 
 Terdiri dari satu atau dua orang tokoh masyarakat 
disetiap kecamatan yang ada dikabupaten Maros. 
 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi serta literature 




3.4 Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui 
cara pendekatan berinteraksi langsung berupa tanya jawab 
dengan pemerintah dan masyarakat mengenai kepemimpinan 
Kabupaten Maros. 
2. Observasi 
Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan 
data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun 
juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 
terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk 
mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 
dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. 
3. Studi Kepustakaan 
Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data 
melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti 
buku, e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, 
buletin,jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi 
pemerintah dan lain-lain. Pengumpulan data melalui bahan 
pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika 
peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam 





Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang 
tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 
cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat 
utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 
memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal 
yang pernah terjadi pada waktu silam. Secara detail bahan 
dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-
surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, 
dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, 
data tersimpan di website, dan lain-lain. 
 
3.5 Defenisi Oprasional 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk 
memudahkan peneliti dikemukakan garis besar definisi operasional dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Kepemimpinan adalahsebuah hubungan yang salingmempengaruhi 
diantara pemimpin dan pengikut atau bawahannya yang 
menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan 
bersamanya. 
2. Dalam kepemimpinan, terdapat factor-faktor yang mempengaruhi 




 Kemampuan seorang kepala daerah dalam 
melakukan terobosan yang bersifat kretivitas dan 
inovatif. 
b. Pengalaman Kerja 
 Merupakan keterampilan yang diperoleh melalui 
kegiatan kerja yang diukur dari lamanya seseorang 
bekerja pada suatu bidang tertentu. 
c. Lingkungan Kerja 
 Segala sesuatu yang ada disekitar organisasi yang 
mampu memberi dampak seorang kepala dalam 
menjalankan tata kelola pemerintahan. 
 
3. Adapun beberapa gaya kepemimpinan pemerintahan 
(1) Gaya karismatis 
(2) Gaya paternalistis dan maternalistis 
(3) Gaya militeristis 
(4) Gaya otokratis/otoritatif 
(5) Gaya laisser faire 
(6)  Gaya populistis 
 (7) Gaya administratif, dan 




3.6 Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengelolaan 
data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak 
mutlak dilakukan setelah pengelolaan data selesai. Analisis data adalah 
proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterprestasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang 
dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil 
wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros 
4.1.1 SEJARAH KABUPATEN MAROS 
Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah 
kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama 
Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat 
nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga 
nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat 
melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam 
mengisi pembangunan daerah. 
Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra 
daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-
Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten 
Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros 
pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua 
kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerjaan 
Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang 
sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh 
dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar. 
Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi 
Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik 
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Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 
tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup 
Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik. 
Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang 
sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui 
peranannya dalam berbagai aspek, yakni : 
1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar 
Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan 
Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota 
Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin 
yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar 
udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar 
udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi 
Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros 
adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.  
2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan 
Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang 
berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan 
serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi 
pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna 
mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan 
potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.  
55 
 
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya 
kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal iniu 
sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah 
pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi 
Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan 
wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. 
Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan 
dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah 
perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 
Ha.  
4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang 
dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu 
dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-
AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni 
Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan 
Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai 
pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar 
Udara Sultan Hasanuddin.  
5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid 
Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu 
melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte’ne Kecamatan 
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Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar 
diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.  
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan 
Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang 
pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk 
dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah 
Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah 
Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, 
Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, 
Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan 
Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km2, wilayah Kabupaten 
Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut 
adalah 1.039 Km2 atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi 
manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi 
penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan 
kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.  
4.1.2 LETAK DAN LUAS WILAYAH 
Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian Barat Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu pada 40°45’ hingga 50°07’ Lintang Selatan, dan 
109°20’ hingga 129°12’ Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah 
1.619,12 km2 atau 2.3 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 




   Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep 
   Sebelah Selatan adalah Kota Makassar 
   Sebelah Timur adalah Kabupaten Bone 
   Sebelah Barat adalah Selat Makassar 
 
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Maros 
 
Luas wilayah Kabupaten Maros adalah  1.619,12 km2 atau sekitar 
3,54 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (45.764,53  km2). 
Panjang pantai Kabupaten Maros adalah 31 Km  dengan batasan luas 4 
mil dari bibir pantai.  Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah 
pantai berpasir putih yang membentang  
Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada tahun 2001, maka 
daerah pemerintahan Kabupaten Maros terdiri  14  Kecamatan yang terdiri 
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dari 80 Desa dan 23 Kelurahan. Dari 14 Kecamatan tersebut terdapat 89 
lingkungan dan 320 dusun. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan 
Mallawa dengan luas wilayah 235,92 km2 atau 14,57 % dari luas wilayah 
Kabupaten. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Turikale 
(Ibukota Kabupaten) dengan luas 29,93 km2 (1,85 % dari luas wilayah 
kabupaten).   
Dari 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Maros masih 
terdapat 22 Desa/Kelurahan swadaya dan 22 Desa/Kelurahan Swakarya, 
sedangkan sisanya sebanyak 59 Desa telah termasuk kategori Desa 
Swasembada. 
Tabel 4.1.  Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros 









(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 49.11 100.00 3,03 
 
MANDAI 
Pattontongan D 11.47 23.36 0.71 
Baji Mangai D 9.98 20.32 0.62 
Tenrigangkae D 6.43 13.09 0.40 
Bonto Matene D 12.69 25.84 0.78 
Bontoa K 4.38 8.92 0.27 
Hasanuddin K 4.16 8.47 0.26 




Monc. Lappara D 9.73 20.76 0.60 
Moncongloe Bulu D 12.76 27.22 0.79 
Moncongloe D 6.58 14.04 0.41 
Bonto Bunga D 10.02 21.38 0.62 
Bonto Marannu D 7.78 16.60 0.48 





Pallantikang K 6.26 11.64 0.39 
Baju Bodoa K 3.76 6.99 0.23 
Baji Pamai K 4.46 8.30 0.28 
Borikamase D 5.24 9.75 0.32 
Bori Masunggu D 23.57 43.84 1.46 
Majannang D 3.84 7.14 0.24 
Mattirotasi D 6.63 12.33 0.41 








Pa'bentengan D 21.41 29.00 1.32 
Temmapaduae D 7.54 10.21 0.47 
Marumpa D 3.71 5.03 0.23 
Tellumpoccoe D 6.79 9.20 0.42 
Bontomatene D 4.67 6.33 0.29 
A'bulosibatang D 4.28 5.80 0.26 
Nisombalia D 25.43 34.44 1.57 
     29.93  100.00 1.85 
 
TURIKALE 
Taroada K 7.06 23.59 0.44 
Adatongeng K 3.09 10.32 0.19 
Pettuadae K 4.68 15.64 0.29 
Boribellaya K 8.60 28.73 0.53 
Raya K 2.06 6.88 0.13 
Turikale K 2.71 9.05 0.17 
Alliritengae K 1.73 5.78 0.11 
      53.73 100.00 3.32 
 
LAU 
Allepolea K 5.19 9.66 0.32 
Soreang K 5.17 9.62 0.32 
Marannu D 21.8 40.57 1.35 
Bonto Marannu D 7.80 14.52 0.48 
Maccini Baji K 9.48 17.64 0.59 
Mattiro Deceng K 4.29 7.98 0.26 
   93.52 100.00 5.78 
 
BONTOA 
Bonto Bahari D 15.71 16.80 0.97 
Pajukukang D 15.11 16.16 0.93 
Tunikamaseang D 4.24 6.67 0.39 
Bontoa. K 2.91 3.11 0.18 
Salenrang D 9.60 10.27 0.59 
Bonto 
Lempangan 
D 14.59 13.46 0.78 
Minasa Upa D 8.60 9.20 0.53 
Tupabiring D 7.69 8.22 0.47 
Ampekale D 15.07 16.11 0.93 




Kalabbirang K 45.47 26.18 2.81 
Minasa Baji D 5.23 3.01 0.32 
Allatengae D 7.25 4.17 0.45 
Mattoangin D 8.72 5.02 0.54 
Mangeloreng D 10.70 6.16 0.66 
Leang-Leang K 52.51 30.23 3.24 
Tukamasea D 20.14 11.59 1.24 
Baruga D 23.68 13.63 1.46 
  105.30 100.00 6.5 
 
SIMBANG 
Bontotallasa D 7.56 7.18 0.47 
Tanete D 12.02 11.41 0.74 
Simbang D 12.87 11.74 0.76 
Jenetaesa D 9.56 9.57 0.62 
Sambueja D 19.67 18.68 1.21 
Samangki D 43.62 41.42 2.69 
    89.45 100.00 5.52 
 
TANRALILI 
Purna Karya D 5.34 5.97 0.33 
Lekopancing D 13.17 14.72 0.81 
Kurusumange D 15.52 17.35 0.96 
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Sudirman D 4.35 4.86 0.27 
D a m a i D 8.30 9.28 0.51 
Allaere D 6.16 6.89 0.38 
Borong K 4.49 5.02 0.28 
Toddo Pulia D 32.12 35.91 1.98 




Benteng Gajah D 24.03 8.35 1.48 
P u c a k D 17.76 6.17 1.10 
Tompo Bulu D 91.98 31.98 5.68 
Toddolimae D 45.54 15.83 2.81 
Bontomanai D 12.00 4.17 0.74 
Bonto Matinggi D 23.67 8.23 1.46 
Bonto Manurung D 40.55 14.10 2.50 
Bonto Somba D 32.13 11.17 1.98 
    145.36 100.00 8.98 
CAMBA Cenrana D 41.97 28.87 2.59 
Timpuseng D 10.75 7.40 0.66 
Pattiro Deceng D 13.47 9.27 0.83 
Cempaniga K 6.34 4.36 0.39 
Sawaru D 13.13 9.03 0.81 
Benteng D 15.09 10.38 0.93 
Mario Pulana K 16.70 11.49 1.03 
Pattanyamang D 27.91 19.20 1.72 
  180.97 100.00 11.18 
 
CENRANA 
Labuaja D 21.45 11.85 1.32 
Lebbotengae D 15.67 8.66 0.97 
Laiya D 63.83 35.27 3.94 
Cenrana Baru D 31.13 17.20 1.92 
Limampoccoe D 23.37 12.91 1.44 
Rompegading D 17.97 9.93 1.11 
Baji Pamai D 7.55 4.17 0.47 










Padaelo D 20.86 8.84 1.29 
Barugae D 18.11 7.68 1.12 
Bentenge D 23.84 10.11 1.47 
Tellupanuae D 13.52 5.73 0.84 
Sabila K 15.26 6.47 0.94 
Mattampapole D 11.61 4.92 0.72 
Batuputih D 24.61 10.43 1.52 
Ulu Daya D 11.30 4.79 0.70 
Samaenre D 42.25 17.91 2.61 
Gattareng 
Matinggi 
D 33.34 14.13 2.06 
Wanua Waru D 21.22 8.99 1.31 
Total Luas Kabupaten                                                                1,619.12   100.00 





Grafik 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2014 
4.1.3 GEOLOGI 
Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam 
empat kelompok besar, yaitu (1) batuan permukaan yang terdapat 
hampir di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Mallawa dengan 
luas keseluruhan 55.359 Ha; (2) batuan sedimen yang 
penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali 
di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha; (3) batuan gunung 
api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan 
Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan (4) batuan terobosan 
yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan 































































Dalam kepemimpinan Bupati Maros Ir. H. Hatta Rahman, MM dan 
Drs. H. Andi Harmil Mattotorang, MM, periode 2010 – 2015 memiliki 
Visi dan Misi sebagai berikut: 
Visi  
“Mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan beriman melalui 
pemerintahan yang bersih dan profesional” 
Misi : 
1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan 
mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian; 
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui 
penciptaan iklim usaha yang kondusif; 
3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan  publik; 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan; 
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi 
masyarakat; 
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; 
7. Meningkatkan pembinaan keagamaan; 
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan; 
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya; 
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10. Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup. 
Dinas 
a. Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan. 
b. Dinas Pendapatan Daerah. 
c. Dinas Perikanan,Peternakan Dan Kelautan. 
d. Dinas Pemuda, Olahraga Dan Seni. 
e. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. 
f. Dinas Kesehatan. 
g. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. 
h. Dinas Pertanian. 
i. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan. 
j. Dinas Pekerjaan Umum. 
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k. Dinas Pendidikan. 
l. Dinas Perhubungan. 
m. Dinas Pertambangan Dan Energi. 
n. Dinas Tata Ruang Dan Perumahan. 
o. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Badan 
a. Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah. 
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
d. Badan Lingkungan Hidup,Kebersihan Dan Pertamanan. 
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
f. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana. 
g. Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan. 
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. 
i. Badan Kesatuan Bangsa - Politik. 
Kantor 
a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal. 
b. Komunikasi dan Informasi. 





a. Sekretariat Daerah. 
b. Sekretariat DPRD. 
c. Sekretariat Korpri. 
d. RSUD Salewangang. 
e. Satpol PP Dan Linmas. 
f. Inspektorat Kabupaten. 
g. KPU Kabupaten Maros. 
h. Unit Layanan Pengadaan. 
Kecamatan 
a. Kecamatan Turikale. 
b. Kecamatan Maros Baru. 
c. Kecamatan Lau. 
d. Kecamatan Bontoa. 
e. Kecamatan Mandai. 
f. Kecamatan Marusu. 
g. Kecamatan Tanralili. 
h. Kecamatan Tompobulu. 
i. Kecamatan Moncongloe. 
j. Kecamatan Bantimurung. 
k. Kecamatan Simbang. 
l. Kecamatan Cenrana. 
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m. Kecamatan Camba. 
n. Kecamatan Mallawa. 
4.2 Gaya Kepemimpinan Bupati Maros dalam Penyelenggaraan 
PemerintahanPeriode 2010-2015. 
Kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata dari kegiatan 
manajemen. Kepemimpinan yang dimaksud adalah seseorang yang 
cara pandangnya memiliki kualitas dalam melihat suatu masalah dan 
mampu mempengaruhi orang lain untuk menyetujui pendapatnya yang 
terjadi dalam sebuah kelompok yang lahir secara alamiah dalam diri 
seorang pemimpin.Raven Wirjana, mengatakan bahwa pemimpin 
adalah 
“seorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempenagruhi 
orang-orang dalam mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok 
untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan”.23 
 
Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang sukses 
memimpin dirinya sendiri. Tapi kunci menuju sukses dalam memimpin 
birokrasi adalah kemampuan memimpin bawahan secara sukses. 
Jika dilihat dari hirarki kepemimpinan pemerintahan di 
Indonesia, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) berdasarkan 
pada kepemimpinan  tingkat menengah, karena diatasnya terdapat 
kepemimpinan yang dijalankan oleh presiden dan pembantunya, dan 
dibawahnya terdapat kepemimpinan yang dijalankan oleh camat dan 
                                                             
23
Raven Wirjana, Susilo Supardo, Op.cit, Hal. 4. 
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lurah/kepala desa. Para pemimpin pemerintahan tersebut bertanggung 
jawab sepenuhnya atas penyelenggaran pemerintahan dan 
pembangunan di daerahnya masing-masing, sekaligus 
mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya kepada pejabat 
yang berwenang sesuai hirarki kepemimpinan tersebut. 
Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang 
salingmempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut atau 
bawahannya yang menginginkan perubahan nyata yang 
mencerminkan tujuan bersamanya. Pemaknaan kepemimpinan dapat 
menyangkut aspek yang berbeda satu dengan yang lainnya. 
Terkadang orang menganggap bahwa kepemimpinan merupakan seni, 
yaitu seni mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan dan 
perbuatan yang diinginkan pemimpin. Olehnya itu pemilihan 
gayakepemimpinan yang benar disertai dengan motivasi eksternal 
yang tepat dapat mengarahkan pencapain tujuan 
birokrasipemerintahan. 
Pada Pemerintahan Kabupaten Maros yang telah dipimpin 
selama satu perode oleh Ir. H. Hatta Rahman,MM, bersama wakilnya 
H.A.Harmil Mattotorang, MM.Pemerintahan dibawah kepemimpinan 
beliau telah menggiring Kabupaten Maros menjadi lebih baik 
dibandingkan kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. 
Kabupaten Maros selama periode 2010-2015 telah memperoleh 
banyak penghargaan dan perubahan baik secara pembangunan 
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daerah maupun pengembangan sumber daya yang ada. Hal ini tidak 
terlepas dari kepemimpinan kepala daerah yang gigih dalam 
memajukan Kabupaten Maros. Kemampuan beliau dalam mengelola 
sistem pemerintahan daerah membawa angin perubahan yang sangat 
besar baik itu dalam segi administratif pemerintahan dan 
pembangunan fisik berupa infrastruktur yang menjadi prioritas utama. 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah didtetapkan 
sebelumnya, maka penulis, akan menganalisis mengenai gaya 
kepemimpinan yang digunakan oleh Bupati Maros dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Gaya merupakan model seseorang 
yang selalu nampak dan menjadi ciri khas orang tersebut. Begitupun 
dengan gaya kepemimpinan seorang kepala daerah, hal tersebut 
menjadi karakter di dalam masyarakat dalam menjalankan 
pemerintahannya. Bapak Ir.H.Hatta Rahman,MM, yang mempunyai 
latar belakang sebagai sarjana teknik sipil dan magister manajemen 
sumber daya manusia yang juga berprofesi sebagai pengusaha dan 
mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Maros. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, infrastruktur bisa dikembangkan, mengkoordinir 
aparat, mengatur keuangan dengan baik dan  didukung oleh 
pengalaman kerja sebagai seorang pengusaha sehingga beliau paham 
dengan  perencanaan dan penyusunan anggaran yang baik. 
Berangkat dari hal tersebut, beliau tentulah mempunyai gaya 
kepemimpinan dalam memimpin Kabupaten Maros. 
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Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan 
memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. 
Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan 
penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan 
kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan 
terletak pada “person atau individu pemimpin” akan tetapi kekuatan 
justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. 
Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu 
mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Juga bersedia 
mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing 
mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin 
pada saat-saat dan kondisi yang tepat. Kepemimpinan demokratis juga 
sering disebut sebagai kepemimpinan group developer. 
Kepemimpinan demokratis biasanya berlangsung secara 
mantap, dengan adanya gejala-gejala sebagai berikut: 
a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan lancar, 
sekalipun pemimpin tersebut tidak ada dikantor. 
b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke  bawah, dan masing-
masing orang menyadari tugas serta kewajibannya sehingga 
mereka merasa senang, puas, pasti dan aman menyandang 
setiap tugas kewajibannya. 
c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya dan 
kelancaran kerja sama dari setiap warga kelompok. 
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d. Dengan begitu pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator 
untuk mempercepat dinamisme dan kerja sama demi pencapaian 
tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa 
kelompok dan situasinya. 
Secara ringkas dapat dinyatakan, kepemimpinan demokratis 
menitikberatkan  masalah aktivitas setiap anggota kelompok yang 
semuanya terlibat aktif dalam penentuan sikap, pembuatan rencana-
rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja (yang 
ditanamkan secara sukarela oleh kelompok-kelompok dalam suasana 
demokratis). 
Bapak  Ir. H. Hatta Rahman, MM, merupakan bupati Maros 
yang mempunyai gaya kepemimpinan demokratis.  Hal tersebut 
disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawai Daerah dan Diklat 
(BKDD) Kabupaten Maros, Bapak Drs. Arwin Malik, M.Si,  yang 
mengatakan bahwa :  
“Beliau sangat demokratis, setiap ada kebijakan beliau tidak 
memaksakan, selalu berkoordinasi dan dalam hal teknis kita 
dimintai pertimbangannya sebagai pelaksana teknis. “(Senin. 
11 Januari 2016) 
 
Kepemimpinan beliau yang selalu mengkoordiansikan dengan 
para pegawainya bukan satu-satunya hal yang menandakan beliau 
berkepemimpinan demokratis. Kepemimpinan beliau juga tidak lepas 
dari masukan-masukan pegawainya. Setiap masukan yang ada akan 
ditampung dan dipilih masukan yang dipandang mampu 
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mengembangkan Maros, misalnya kebijakan yang lebih pro rakyat. 
Sebagai pemimpin demokratis yang berfungsi sebagai katalisator 
untuk mempercepat dinamisme dan kerja sama demi pencapaian 
tujuan organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa 
kelompok dan situasinya. Melalui koordinasi yang penerimaan 
masukan-masukan yang ada akan mempercepat kinerja sebuah 
organisasi di Kabupaten Maros sehingga bukan hanya Bupati yang 
memikirkan kemajuan dan pengembangan Kabupaten Maros saja, tapi 
seluruh elemen pemerintahan memikirkan bersama Maros 
kedepannya. Bapak Drs. H. Andi Harmil Mattotorang, MM, selaku 
Wakil Bupati Maros periode 2010-2015 mengatakan bahwa: 
“Gaya kepemimpinan demokrasi karena beliau mengkoordinasikan 
kebijakan yang akan diambil dengan pihak-pihak yang 
bersangkutan dan memberikan mereka kesempatan 
menyampaikan pendapatnya untuk kemudian dipertimbangkan 
ketika akan membawa dampak positif. (Kamis, 14 januari 2016).” 
 
Dalam mengambil sebuah kebijakan tidak terlepas dari pro dan 
kontra, seperti dalam hal upaya menertibkan Pedagang KakiLima (PKL). 
Pusat jajanan kuliner di jantung kota maros, Pantai Tak Berombak (PTB), 
merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Maros untuk menata 
Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berdagang dipinggir jalan yang 
kerap memacetkan jalanan. PTB lahir dari ide Bupati Maros Ir. H. Hatta 
Rahman, MM. Tahun 2011 silam saat baru dibuka, tidak ada Pedagang 
Kaki Lima (PKL) yang mau berjualan karena pesimis tidak didatangi 
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pembeli. Namun dengan pendekatan kekeluargaan melalui sejumlah 
pertemuan, para pedagang akhirnya bersedia untuk menempati lokasi 
baru tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saiful (Penjual 
Martabak) yang menyatakan bahwa: 
 “sewaktu kami mau dipindahkan itu kami dipanggil dan diberi 
penjelasan tentang PTB, setelah kami menerima alasaannya kami 
disediakan tempat disana, soal posisinya itu di lot”. (Jumat, 4 Maret 2016). 
 
 Dalam hal ini terlihat dengan jelas bagaimana Bupati menghadapi 
situasi yang cukup sulit dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
tapi dengan kemampuan beliau membaca situasi dan menyikapi hal 
tersebut beliau mampu mengatasi masalah dengan penyelesaian terbaik 
dan tidak menimbulkan konflik. Beliau  membangun komunikasi 
kekeluagaan untuk memberikan pemahaman tentang gagasannya 
membuat PTB. 
Bupati Maros yang dengan kepemimpinan demokratis tidak hanya 
memerhartikan pegawainya tapi masyarakat selaku pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam sistem demokrasi juga mendapat perhatian. Masyarakat 
yang memiliki keluhan, keresahan, kritik dan saran bisa menyampaikan 
secara langsung  maupun tidak langsung kepada pemerintahKabupaten 
Maros. Bapak Abdul Rauf Faewah S.Sos, selaku tokoh masyarakat di 
Kecamatan Moncongloe yang mengatakan bahwa: 
“Pak Hatta orang sangat demokratis, beliau selalu terbuka untuk 
masyarakat yang ingin bertemu dengannya untuk menyampaikan 
aspirasinya, banyak aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti 
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setelah beberapa waktu kemudian ketika itu selaras dengan visi 
dan misinya dan untuk perbaikan Maros kedepan.” (Sabtu, 23 
januari 2016). 
 
Pada hari sabtu tanggal 18 april 2015 Bupati Maros melakukan 
kunjungan kerja ke Kecamatan Moncongloe dengan mengendarai sepeda 
motor bersama rombongan SKPD. Pada saat itu Bupati Maros beserta 
rombongan melintasi jalan di Desa Moncongloe Bulu dan melihat kondisi 
jalanan dan mendapati lubang besar di tengah jalan yang bisa 
menjatuhkan korban apabila tidak segera diperbaiki. Pada saat itu juga 
Bupati Maros langsung memanggil Kepala Desa setempat dan Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera memperbaiki dan menutup 
lubang yang ada dijalanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa beliau 
sigap dalam menanggapi situasi yang ada dilapangan dan langsung 
ditindaklanjuti dengan instansi yang berkaitan.  
Dari ketiga pernyataan informan tersebut, penulis menilai bahwa Ir. 
H. Hatta Rahman, MM, memberikan ruang kepada para SKPD dan 
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasannya untuk 
perbaikan Maros kedepan yang berlandaskan visi dan misi yang diusung. 
Hal tersebut berbanding lurus dengan nafas demokrasi yang menerima 
aspirasi dari semua elemen pemerintahan dan masyarakat yang kemudian 
ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan. Selain itu, penulis juga menarik 
kesimpulan bahwa beliau juga menggunakan Teori Situasi dalam 
kepemimpinan Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahannya 
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dilihat dari sikapnya yang mendelegasikan wewenangnya, memberikan 
ruang kepada pihak terkait untuk berpartisipasi, dan memberikan 
dukungan serta pengarahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
menyikapi suatu kondisi beliau lebih fleksibel dalam menanganinya. 
Sikap fleksibel atau situasional yang diadopsi Ir. H. Hatta Rahman, 
MM, tidak selamanya bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik di 
Kabupaten Maros. Pada tahun 2011 silam beliau menyelahgunakan 
weewenangnya terkait pengadaan lampu jalan. Kasus yang menjerat 
Bupati Maros tersebut adalah korupsi dalam pengadaan Lampu Hias dan 
LED serta paket pekerjaan di Dinas Pertambangan dan Energi 
Pemerintah Kabupaten Maros. Tindakan tersebut disinyalir oleh Pekan 21 
setidaknya telah merugikan negara sebesar 87 juta.Anggaran yang 
seharusnya untuk dinas perhubungan dialihkan ke dinas pertambangan 
dan energi setelah melihat kondisi maros yang gelap dimalam hari karena 
minimnya penerangan. Dalam situasi ini, beliau tidak menaati prosedur 
administratif ketika pengalihan dana dilakukan, walaupun sebenarnya 
niatnya baik karena melihat kondisi penerangan yang cukup 
memprihatinkan. 
Dalam sebuah organisasi dengan segenap bagian-bagiannya 
berjalan lancar, sekalipun pemimpin tersebut tidak ada dikantor. 
Kabupaten Maros juga menerapkan hal demikian. Bupati Ir. H. Hatta 
Rahman, MM, yang sering “blusukan” ke masyarakatnya dan jarang 
berada di kantor tapi pegawainya tetap bekerja sesuai tugas-tugas 
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mereka. Kepatuhan ini bukan karena rasa takut kepada atasan tapi 
adanya kesadaran atas kewajibannya sebagai seorang pegawai yang 
tidak lepas dari kedisplinan yang diterapkan. Kedisiplinan ini diterima oleh 
semua pegawai karena seperti di awal pembahasan, beliau ketika ingin 
mengeluarkan sebuah kebijakan selalu mengikutsertakan pegawainya 
dalam merancang kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh 
Bapak H. Noralim, SH., MH, selaku Kepala Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros yang mengatakan 
bahwa: 
“Kebijakan yang keluar itu ada 2, bisa bersumber dari SKPD dan 
melaporkan kepada bupati dan ada juga bupati yang membuat 
kebijakan kemudian dimintai pertimbangan para SKPD terkait 
kondisi yang terjadi dilapangan dan disampaikan pada saat rapat 
koordinasi.” (Selasa, 12 Januari 2016). 
 
Dengan intensifnya rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 1 
kali sebulan membuat hubungan emosional yang cukup dekat, itu tidak 
terlepas dari kepribadian Ir. H. Hatta Rahman, MM, yang baik, ramah dan 
terbuka kepada semua orang yang dipertegas olehBapak Drs. Arwin 
Malik, M.Si, selaku Kepala Kepegawaian Daerah dan Diklat 
(BKDD)Kabupaten Maros yang mengatakan bahwa : 
“Secara personality beliau sangat akrab, ramah dan terbuka 
dengan SKPD dan beliau menginginkan semua kegiatan yang kita 
laksanakan itu jangan stuck harus ada perubahan-perubahan yang 
kita lakukan yang sifatnya inovasi. Dari segi jalur koordinasi juga 
lancar sehingga beliau sering memberikan arahan kepada para 
SKPD terkait tupoksi  masing-masing instansi. Selain itu, Beliau 
sangat humble dan terbuka terhadap apa yang dikoordinasikan 
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baik masalah program maupun measalah-masalah yang terjadi di 
SKPD. Intinya bahwa beliau selalu mengarahkan,  memberikan 
motivasi dan senantiasa melalukan koordinasi terkait masalah 
program yang akan kita laksanakan di SKPD.” (Selasa, 11 Januari 
2016). 
 
Hubungan emosional yang kuat melalui rapat koordinasi yang 
minimal sekali sebulan membentuk hubungan Bupati dan pegawainya 
menjadi lebih fleksibel tergantung situasi dan orang yang dihadapi. Hal 
tersebut menggambarkan, beliau mampu mengarahkan pegawainya 
sesuai tugas yang diembannya. Otoritas sepenuhnya dari Bupati 
didelegasikan ke bawah, dan masing-masing orang menyadari tugas serta 
kewajibannya sehingga mereka merasa senang, puas, pasti dan aman 
menyandang setiap tugas kewajibannya. 
Dari pernyataan di atas, kedekatan Bupati dengan pegawainya, 
penerimaan aspirasi secara bebas baik dari pegawai maupun masyarakat 
serta  koordinasi yang rutin setiap bulannya adalah hal yang utama dalam 
sebuah kepemimpinan demokratis. Hal tersebut menggambarkan bahwa 
beliau adalah pemimpin yang terbuka dan senantiasa membuat kebijakan 
yang pro rakyat. Seperti yang diketahui bahwa tujuan bernegara adalah 
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ir. H. Hatta Rahman, MM, selaku 
Bupati Maros tidak lepas dari kebijakannya yang pro rakyat sehingga 
kehadiran beliau membawa angin segar bagi Kabupaten Maros.Ibu Neni 
Fatmah S.Sos, selaku Camat Moncongloe Kabupaten Maros yang 
mengatakan bahwa:  
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“Pak Hatta menyumbangkan gajinya selama 12 bulan ditambah gaji 
13 setiap tahun selama 5 tahun berturut – turut untuk dikelola oleh 
BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) kabupaten maros, 
kebijakan itu juga berlaku untuk pegawai yang ingin  
menyumbangkan gajinya dengan nominal sesuai dengan 
keikhlasannya. Dengan ini, lembaga yang bergerak dalam bidang 
sosial kemasyarakatan dapat berkontribusi dalam membantu 
kegiatan sosial keagamaan.” (Rabu, 13 Januari 2016)  
 
 
Kegiatan sosial keagamaan juga tak lepas dari perhatian beliau. 
Mengingat berbagai kebijakan yang telah dibuat, salah satunya seperti 
pernyataan Camat Moncongloe di atas. Masyarakat kecil di Kabupaten 
Maros tetap menjadi salah satu fokus perhatian beliau demi mencapai 
tujuan bernegara, yakni mensejahterakan rakyat. Hal ini didukung oleh 
infromasi yang diperoleh dari Nurfitrah A, S.Pd selaku pegawai BAZIS di 
Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa Bupati Maros menyerahkan 
zakat, infaq dan sedekah sebesar Rp.25.000.000 setiap tahun. 
Dari serangkaian pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ir. 
H. Hatta Rahman, MM,  dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. 
Selama masa kepemimpinannya, beliau selalu mengedepankan sikap 
demokratis yang menerima setiap aspirasi, kritik dan saran dari semua 
SKPD dan elemen masyarakat serta mengeluarkan kebijakan yang 
notabene pro rakyat. 
Kepemimpinan Ir. H. Hatta Rahman, MM,memiliki ciri khas 
tersendiri. Kebijakan dibuat bersama SKPD yang lahir dari Bupati atau dari 
SKPD itu sendiri, dalam proses perumusannya berlandaskan dengan 
aturan yang berlaku dan analisis SWOT (Strengths, Waekness, 
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Opportunities, Threaths) dan dari teknis pelaksanaannya menjadi 
kewenangan SKPD terkait untuk dikembangkan agar tujuan dari kebijakan 
tersebut bisa tercapai yang kemudian akan dievaluasi dalam rapat yang 
dilakukan secara periodik bersama SKPD,Namum melalui komunikasi dua 
arah ini membantu dalam mempertahankan tingkat motivasi bawahan 
yang tinggi pada saat yang sama tanggung jawab dan kontrol atas 
pembuatan keputusan tetap ada pada pemimpin.Bapak Ir. H. Hatta 
Rahman, MM,  mengungkapkan bahwa: 
“Prinsipnya kita mengerjakan tugas secara demokratis, ketika 
dalam rapat koordinasi ada masukan, kita terima karena yang lebih 
memahami hal itu SKPD itu sendiri. Saya hanya menjalankan 
fungsi kontrol dan memastikan bahwa visi dan misi berjalan sesuai 
dengan rencana adapun pelaksanaan teknis, diserahkan kepada 
SKPD karena mereka yang akan melaksanakannya asalkan 
mencapai target sesuai dengan perencanaan.” (Senin, 18 Januari 
2015). 
 
Prinsip pengerjaan tugas secara demokratis dapat mengikis kesan 
kaku dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Hal ini akan 
memberikan keleluasaan bagi para SKPD dan pegawainya dalam 
membuat inovasi sesuai dengan anjuran Bupati Maros. Untuk 
merangsang inovasi perlu diIakukan strategi agar para pegawai 
termotivasi untuk melakukan inovasi, salah satu contoh motivasi yang 
dilakukan oleh Ir, H. Hatta Rahman, MM, adalah memberikan 
penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi 
kepada pegawai yang melanggar aturan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala 
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Inspektorat Kabupaten Maros, Bapak Drs. Baharuddin, MM, yang 
mengatakan bahwa: 
“Hubungan beliau cukup bagus dengan SKPD dan aparat 
pemerintahan yang lainnya, pak hatta memberikan perhatian bagi 
pegawai yang berprestasi dengan reward dan memberikan sanksi 
atau punishman bagi yang melanggar aturan.” (Selasa, 12 Januari 
2016). 
 
Dari pernyataan diatas, Bupati maros juga menggunakan Teori 
manusiawi dalam Kepemimpinan Pemerintahan. Hal ini terlihat dari 
pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan memberikan sanksi 
bagi pegawai yang melanggar aturan. Strategi ini ini cukup ampuh untuk 
memotivasi para pegawai dalam membuat inovasi untuk mewujudkan 
maros yang lebih baik.  
Keterampilan beliau dalam menempatkan diri pada situasi yang 
berbeda adalah modal yang besar dalam menjalankan kepemimpinan di 
Kabupaten Maros. Melalui gaya dan pendekatan teori yang digunakan, 
para SKPD mampu menerima arahan dan melaksanakannya dengan baik. 
Dengan kerja sama antara Bupati dan para SKPD target Visi dan Misi bisa 





















Pimpinan bersedia melimpahkan 
sebagian wewenang kepada 
bawahan; 
       √ 
2 
Keputusan dan kebijakan dibuat 
bersama antara pimpinan dan 
bawahan; 
       √ 
3 
Komunikasi berlangsung secara 
timbal balik, baik yang terjadi 
antara pimpinan dan bawahan 
maupun sesama bawahan; 
       √ 
4 
Pengawasan terhadap sikap, 
tingkah laku, perbuatan atau 
kegiatan para bawahan dilakukan 
secara wajar; 
       √ 
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Sumber: Hasil Olahan Data berdasarkan Hasil Penelitian
5 
Prakarsa dapat datang dari 
pimpinan maupun bawahan 
       √ 
6 
Banyak kesempatan bagi 
bawahan untuk menyampaikan 
saran, pertimbangan atau 
pendapat; 
       √ 
7 
Mampu menggerakkan dinamika 
modernisasi dan pembangunan; 
      √  
8 
Pimpinan memperhatikan dalam 
bersikap dan bertindak, adanya 
saling percaya, saling 
menghormati; 
       √ 
9 
Bawahan diberikan kelonggaran 
atau fleksibel dalam 
melaksanakan tugas-tugas, tetapi 
dengan hati-hati diberi batasan 
serta berbagai prosedur; 
       √ 
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Gaya kepemimpinan Bupati di Kabupaten Maros periode 2010 – 
2015 sebagaimana yang telah diuraikan dalam beberapa paragraf dan 
tabel di atas merupakan suatu jenis gaya kepemimpinan yang 
menghadirkan perubahan besar bagi Kabupaten Maros. Gaya 
kepemimpinan yang dimaksud adalah gaya kepemimpinan demokratis 
serta dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan teori 
situasi dan manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan. 
 
4.3 Faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan Bupati Maros dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan. 
Seorang pemimpin harus berhasil dalam memahami tugas yang 
diembannya. Oleh sebab itu kepemimpinan akan tampak dalam proses di 
mana seseorang mengarahkan, membimbing, mempengaruhi dan atau 
menguasai pikiran-pikiran, perasaan-perasaan atau tingkah laku orang 
lain.Pemimpin harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan 
bawahan, sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan 
merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam 
mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai tujuan bersama 
yang telah ditetapkan. 
Kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh 
sebab itu suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan 
dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan, 
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di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti 
motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan dan keleluasaan dalam 
hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. 
Bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM, yang merupakan Bupati di 
Kabupaten Maros berupaya menjalankan pemerintahan sebaik-baiknya 
dengan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta 
mencanangkan beberapa program yang dianggap mampu meningkatkan 
kesejahteraan Masyarakat yang ada di Kabupaten Maros. Beliau selalu 
berupaya untuk menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 
kondisi daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya 
kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah di Kabupaten 
Maros. Hal tersebut diperoleh melalui beberapa informan dari aparat 
pemerintahan dan masyarakat yang notabene adalah orang yang sering 
berinteraksi langsung dengan bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM, untuk 
persoalan sistem pemerintahan. Beberapa faktor yang dimaksud tersebut 
antara lain kemampuan/Skill, pengalaman kerja dan lingkungan kerja. 
4.3.1 Kemampuan/Skill 
Kemampuan merupakan faktor yang mempengaruhi seorang 
kepala daerah dalam melakukan terobosan yang bersifat kreatif dan 
inovatif. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang baik 
tentang kepemimpinan dan ilmu tentang ruang lingkup kerja profesinya 
yang terdiri dari pengetahuan kognitif maupun kemampuan / Skill. 
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Seorang pemimpin akan dihadapkan pada situasi tertentu dimana dia 
harus mengambil keputusan yang tepat dalam menyelasaikan masalah. 
Dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat adalah pengetahuan dan 
kemampuan berpikir kritis yang dimiliki. 
Ir. H. Hatta Rahman, MM,  sebagai Bupati Maros dikenal sebagai 
pemimpin yang cerdas, yang mampu membawa Kabupaten Maros ke arah 
yang lebih baik, seperti yang dilakukan dalam bidang Manajemen 
Keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Maros, Bapak Ahsar Paduppa, S.Sos, yang mengatakan 
bahwa: 
“Pak Hatta pemimpin yang cerdas, sebelum beliau menjabat 
sebagai Bupati, Maros 6 kali disclaimer yang artinya dalam 
pengelolaan keuangan yang buruk tapi setelah beliau menjadi 
bupati, ditahun kedua Maros mendapatkan WDP (wajar dengan 
pengecualian) dan ditahun ketiga mendapat WTP (wajar tanpa 
pengecualian). Dalam bidang pemerintahan juga berjalan baik 
dengan mulainya dirintis pembangunan di setiap kecamatan. 
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama 5 tahun terakhir 
tidak lepas dari latar belakang beliau sebagai seorang sarjana 
teknik.” (senin, 11 Januari 2016). 
 
Perubahan dalam tatanan pemerintahan sangat terlihat dengan 
jelas. Terobosannya dalam pengelolaan keuangan diganjar penghargaan 
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan) RI ditahun 2013 yang sebelumnya mendapat WDP (Wajar 
Dengan Pengecualian) ditahun 2012 setelah menjabat sebagai seorang 
bupati. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman kerjanya 
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sebagai Mantan Ketua Banggar di DPRD Kabupaten Maros.Hal yang 
sama juga disampaikan oleh Asisten I Pemerintahan Kabupaten 
MarosBapak Drs. H. Arifuddin Wahab, M,Si, yang mengatakan bahwa: 
“Sangat banyak kemajuan, seperti dalam pengelolaan keuangan 
maros mendapatkan WTP setelah periode sebelumnya 6 kali 
disclaimer, dari segi kebersihan mendapatkan adipura sebanyak 3 
kali yang sebelumnya tidak pernah didapatkan, dan daerah 
pedesaan sudah diterangi dengan lampu jalan dimalam hari. Itu 
semua tidak lepas dari visi dan misi untuk menghilangkan 3 M yakni 
marota(kotor), mapettang(gelap) dan masolang(rusak) menjadi 
bersih, terang, dan bagus.” (Rabu, 13 Januari 2016). 
 
Dari pernyataan di atas, jelas terlihat kepiawaian Bupati Maros 
dalam mengelola keuangan di kabupaten tersebut.Pengalaman  sebagai 
Mantan Ketua Banggar di DPRD dijadikan batu loncatan untuk 
memperbaiki sistem pengelolaan keuangan secara keseluruhan, melihat 
kondisi pengelolaan keuangan kabupaten Maros pada periode 
sebelumnya yang mengalami disclaimer selama enam tahun berturut-
turut, yang kini menuai hasil pada periode kepemimpinannya. 
Keberhasilan tersebut antara lain: pada tahun 2011 dan 2012 berhasil 
meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya tahun 2013 
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf 
Penjelasan (DPP). Tahun 2014 meraih opini WTP Clear and Clean yang 
diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
Di bidang infrastruktur yang memprihatinkan dapat diatasi dalam 
waktu singkat. Jalan yang dulu rusak (masolang) kini telah baik 
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(makessing) dengan dibeton atau diaspal. Maros yang gelap (mapettang) 
saat malam kini terang (macora) setelah dipasangi lampu jalan hingga ke 
desa. Maros yang kotor (marota) kini bersih (macakka). 
Istilah 3 M yakni marota(kotor), mapettang(gelap) dan 
masolang(rusak) menjadi bersih, terang, dan bagus sukses memacu  
kinerja pemerintahan untuk diwujudkan. Hal negatif berubah menjadi hal 
positif dan diganjar piala adipura oleh Presiden pada tahun 2011, 2012 
dan 2013. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa melihat kondisi 
Kabupaten Maros pada periode sebelumnya. Dalam hal ini Bupati mampu 
menggerakkan seluruh instrumen dalam pemerintahan untuk mewujudkan 
sebuah perubahan ke arah yang jauh lebih baik. 
Prestasi lain yang dilakukan oleh Bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM, 
untuk Kabupaten Maros adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan 
beton di seluruh Kabupaten Maros hingga ke pelosok desa yang belum 
tersentuh pada kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Seperti yang 
disampaikan Drs. Suhardi Syamsuddin (Mantan Sekertaris Dinas Sosial) 
yang mengatakan bahwa: 
“Beliau ketat dalam pengawasan keuangan dan mengatur alur 
pemerintahan dengan baik secara administratif. Beliau banyak 
membawa perubahan untuk maros selama 5 tahun terakhir, yang 
paling nampak adalah pembangunan fisik berupa perbaikan jalan 
dengan material beton di seluruh kecamatan yang ada di Maros 




Perubahan yang paling nampak adalah perbaikan jalan dengan 
meterial beton di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros 
secara periodik. Pembangunan fisik memang menjadi prioritas utama 
dengan melihat minimnya infrastruktur yang memadai. Kinerja Bupati 
beserta perangkat pemerintahan terkait diganjar Tropi Penghargaan 
sebagai Kabupaten terbaik kedua Tingkat Nasional dalam penilaian 
kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU). 
Adapun beberapa catatan pencapaian Buapti Kabupaten Maros selama 
masa kepemimpinannya, antara lain: pertumbuhan ekonomi pada tahun 
2010 mencapai 7,3 persen dan tahun 2014 meningkat menjadi 9,42 
persen dengan rata-rata pertumbuhan 6,90 persen. Kemudian 
pertumbuhan lapangan usaha sebesar 8,5 persen.Sembilan sektor 
ekonomi pertumbuhannya mengalami peningkatan, yakni sektor 
bangunan sebesar 26,16 persen, menjadi sektor dengan pertumbuhan 
paling tinggi. Kemudian kedua, sektor industri pengolahan dengan rata-
rata pertumbuhan sebesar 16,98 persen dan urutan ketiga sektor 
keuangan, persewaan dan jasa sebesar 12,81 persen.Sektor selanjutnya 
adalah pertambangan sebesar 11,60 persen. Sektor listrik, gas dan air 
sebesar 10,18 persen. Sektor keenam adalah perdagangan, hotel dan 
restoran sebesar 10,12 persen. Ketujuh, sektor angkutan dan komunikasi 
sebesar 9,52 persen, urutan kedelapan sektor pertanian sebesar 5,61 
persen dan terakhir jasa-jasa sebesar 4,03 persen.Untuk sektor pertanian, 
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meski terendah pertumbuhannya, namun peranannya dalam 
pembentukan perekonomian di Maros masih sangat besar. 
Selain catatan keberhasilannya dalam mengelola Sistem 
Pemerintahan di Kabupaten Maros, Ir. H. Hatta Rahman, MM, juga dikenal 
dengan sikapnya yang ramah dan selalu tersenyum kepada masyarakat 
dan menampung aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan infrastruktur 
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros,Bapak 
Drs. Arwin Malik, M.Si, yang mengatakan bahwa: 
“Beliau sangat ramah selalu tersenyumdan selalu menanyakan 
langsung kebutuhan masyarakat terkait fasilitas umum, setiap hari 
sabtu beliau bersama SKPD rutin turun ke desa untuk melihat 
langsung kondisi yang ada dilapangan dan menanyakan kebutuhan 
masyarakat dengan menggunakan motor atau sepeda.” (Senin, 11 
Januari 2016) 
 
Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan dalam 
mengelola sistem pemerintahan agar berjalan dengan baik. Perencanaan 
keuangan dan kemampuan membuat inovasi menjadi modal utama untuk 
membangun suatu daerah. Selain itu pribadi  seorang pemimpin haruslah 
bisa mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat dengan terjun langsung 
melihat kondisi yang ada dilapangan. Ir. H. Hatta Rahman, MM, selaku 
Bupati Kabupaten Maros memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan 
inilah yang kemudian menjadi salah satu indikator berpengaruh dalam 
gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh beliau. 
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4.3.2 Pengalaman Kerja 
Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi orang lain 
untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. 
Kepemimpinan berbeda dengan pimpinan. Pimpinan adalah seseorang 
yang bertugas untuk memimpin di suatu organisasi/instansi atau sering 
disebut sebagai seorang manajer. Sedangkan kepemimpinan adalah 
suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan 
memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain, untuk melakukan 
sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Dalam suatu organisasi, 
faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin 
itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak 
mudah, karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang    
berbeda-beda. Tujuan kepemimpinan di sisi lain adalah membantu orang 
untuk menegakkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi 
mereka. Dalam hal kepemimpinan, untuk organisasi apapun, apabila 
mengalami kegagalan dan keberhasilan ini sering dikaitkan dengan 
adanya kepemimpinan. 
Pengalaman kerja mengambil peranan penting dalam 
mempengaruhi gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Pengalaman 
kerja dapat memberikan sumbangsih dalam mengambil kebijakan yang 
dianggap mampu membawa perubahan lebih baik. Pengalaman kerja ini 
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pulalah yang menjadi informasi awal bagi pembuat kebijakan, sehingga 
mampu melahirkan inovasi dalam berbagai aspek. 
Bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM,selaku Bupati kabupaten Maros 
memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kepemimpinannya 
saat ini. Beliau adalah alumni Teknik Sipil Unhas pada tahun 1990, serta 
program magister Manajemen Sumber Daya Manusia UMI pada tahun 
2009.Selain itu pengalaman organisasi dan berbagai prestasi berhasil 
diraih beliau, antara lain:  
 Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Maros, Tahun 1999 – 
sekarang. 
 Ketua DPD Partai Amanat Nasional Maros, Tahun 2002 – sekarang. 
 Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maros, Tahun 
1997. 
 Wakil Ketua Umum Askumindo Sul-Sel (2003-2006). 
 Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kadin Sul-Sel (2009-
sekarang). 
 Ketua Kharisma Kawula Muda Maros (KKMM). 
 Dewan Pertimbangan Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa 
(HPPMI) Maros. 
 Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Maros (sekarang). 
 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros (2004-2009 & 2009-2014). 




 Koordinator Pembangunan Kantor Bupati Kab.Maros (2001-2003). 
 Direktur Utama PT. Megah Mustika Mitra Mandiri (1995-2004). 
 Direktur CV. Mitra Utama (1993-2004). 
 Pengusaha Teladan Kabupaten Maros tahun 2002. 
 Siswa Teladan Kabupaten Maros tahun 1985. 
 Alumni terbaik Fakultas Teknik Unhas tahun 1990. 
 
Berdasarkan beberapa uraian di atas,Ir. H. Hatta Rahman, MM, 
dikenal sebagai pemimpin yang pandai menempatkan diri dalam setiap 
situasi. Latar belakang pekerjaannya sebagai pengusaha dan 
pendidikannya yang sarjana teknik dan magister manajemen sumber daya 
manusia mempengaruhi kepemimpinannya. Hal tersebut disampaikan 
oleh kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Maros,Bapak H. Noralim, SH,. MH,yang mengatakan bahwa : 
”Kepemimpinan tidak lepas dari sosok pemimpinnya. Latar 
belakang sangat menentukan kepemimpinan, baik itu dari segi 
pendidikan dan pekerjaannya sangat mempengaruhi pola pikirnya. 
Banyak hal baru yang dibawah oleh Pak Hatta selama menjadi 
bupati yang tidak kita lihat sebelumnya. Terkait dengan menejemen 
pemerintahan, beliau me-manage pemerintahan dengan 
memperbaiki organisasi terlebih dahulu, kemudian orang yang 
menjalankan pemerintahan dan terakhir memperbaiki sistem yang 
ada. Dalam sistem yang diubah terkait hal yang mendasar tentang  
perencanaan”. (Selasa, 12 Januari 2016). 
 
Ir.H. Hatta Rahman, MM, melakukan banyak terobosan dan 
perbaikan dalam mengelola organisasi pemerintahan. Perubahan itu 
dimulai dari perbaikan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan 
92 
 
daerah kemudian pembekalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
mempuni untuk orang yang akan menjalankan sistem pemeritahan yang 
ada sesuai dengan aturan yang berlakudan mengacu pada tahap 
perencanaan yang telah disusun pada awal periode. Hal tersebut tidak 
lepas dari kepiawaiannya melihat kondisi dan kekurangan sistem 
pemerintahan yang ada di Kabupaten Maros. 
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Maros,Bapak Ahsar Paduppa, S.Sos, yang mengatakan 
bahwa: 
“Sebelum periode beliau, anggaran cair terlebih dahulu sebelum 
adanya rencana kerja, sekarang kita membuat rencana kerja 
terlebih dahulu dan menganalisis seberapa besar anggaran yang 
kita butuhkan barulah anggaran cair. Hal ini dilakukan dengan 
harapan para SKPD memiliki kemampuan merencanakan, 
membuat program dan melaksanakan kegiatan yang sifatnya 
inovatif”. (Selasa, 12 Januari 2016). 
 
Pada penyusunan program kerja disetiap SKPD mengalami 
perubahan yang sangat mendasar. Pada periode sebelum Ir. H. Hatta 
Rahman, MM, anggaran cair terlebih dahulu sebelum adanya rencana 
program kerja tapi setelah kepemimpinan beliau, perencanaan program 
kerja harus ada dan jelas sesuai dengan Vsi dan Misi dan kebutuhan 
Kabupaten Maros yang anggarannya mengikuti kebutuhan program kerja 
tersebut. Hal tersebut dilakukan agar program kerja yang kemudian lahir 
adalah merupakan kebutuhan daerah dan diharapkam tidak terjadi 
program kerja yang berulang disetiap tahunnya.   
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Andi Paharuddin 
(Mantan Wakil Bupati Maros dan Calon Bupati Periode 2010-2015) yang 
mengatakan bahwa: 
“Pak Hatta semangat membangunnya luar biasa, itu bisa dilihat dari 
pembangunan yang tampak secara fisik. Hal tersebut bisa 
dilakukan karena Beliau memiliki kekuatan finansial untuk 
membangun maros karena latar belakangnya sebagai seorang 
pengusaha dan insinyur”. (Selasa, 19 Januari 2016). 
 
Dalam diri seorang pemimpin haruslah memiliki latar belakang yang 
menunjang kinerjanya sebagai seorang bupati. Pemenuhan Infrastruktur 
yang baik dan membuat inovasi dalam mengelola roda pemerintahan tidak 
lepas dari tuntutan masyarakat yang ingin daerahnya semakin baik. Hal itu 
bisa terjadi apabila pemimpin tersebut memiliki kualitas yang dibutuhkan, 
baik dalam penerimaan saran dan kritikan yang kemudian ditindaklanjuti. 
Ir. H. Hatta Rahman, MM, memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh 
Masyarakat Kabupaten Maros. 
4.3.3 Lingkungan Kerja 
Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan 
kejayaan organisasi. Bagi setiap pemimpin yang tidak memiliki gaya 
kepemimpinan yang sesuai dengan lingkungan kerja, maka para bawahan 
merasa tak termotivasi untuk memajukan lingkungan kerjanya sendiri. 
Maka dari itu, kepemimpinan sangat erat kaitannya terhadap motivasi 
dalam konteks pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga akan memberi 
pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku kerja seorang bawahan. 
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Pemimpin yang demokratis, setidaknya disukai oleh para bawahan 
dengan perilaku dan sikap yang terbuka. Jadi, hakikat dari kepemimpinan 
adalah menimbulkan motivasi kerja yang tinggi agar tujuan dari rancangan 
program yang disusun, dapat terealisasi. 
Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang 
dapat mempengaruhi kinerja para pegawai agar mau bekerja sama 
dengan didasarkan pada kemampuan pegawai untuk membimbing agar 
bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah diharapkan bagi seluruh anggota 
yang ada didalam perusahaan. Peranan seorang pemimpin penting untuk 
mencapai tujuan organisasi yang diinginkan dengan peningkatan kinerja 
pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.Kepuasan kerja 
mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Halini 
nampak dalam sikap positif bawahan terhadap pekerjaan dan segala 
sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.  
Lingkungan juga merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam 
diri manusia khususnya bagi seorang pemimpin.Ir. H. Hatta Rahman, MM, 
sebelum menjadi Bupati Kabupaten Maros merupakan Wakil Ketua DPRD 
badan anggaran Kabupaten Maros. Selama menjadi Wakil Ketua DPRD, 
Ir. H. Hatta Rahman, MM, telah banyak belajar mengenai manajemen 
anggaran yang baik. Hal yang selalu menjadi kelebihan beliau yakni 
dalam manajemen keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Drs. 
H. Andi Harmil Mattotorang, MM, selaku Wakil Bupati Maros periode 2010-
2015 yang mengatakan bahwa : 
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“Latar belakangnya sangat berpengaruh terutama kemampuannya 
menyusun APBD yang baik didapatkan ketika menjadi wakil ketua 
DPRD.” (Kamis, 14 Januari 2016). 
 
Ir. H. Hatta Rahman, MM, memanfaatkan dengan baik pengalaman 
kerjanya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros selama enam 
tahun. Kemampuannya dalam menyusun APBD yang baik sukses 
menyeimbangkan pendapatan dan  belanja daerah sehingga tidak terjadi 
disclaimer pada periode kepemimpinannya. Hal tersebut tidak lepas dari 
kemampuan beliau dalam melihat celah kekurangan yang harus diperbaiki 
pada periodenya. 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Maros, Bapak H. A. S. Chaidir Syam S.IP yang mengatakan bahwa: 
“Semua Bupati punya style dalam memimpin dan ada kelebihan 
serta kekurangannya.  Dalam kepemimpinan Pak Hatta mulai 
diterapkan kedisiplinan dalam me-manage pemerintahan terutama 
dalam bidang keuangan karena Beliau mengerti penyusunan 
anggaran yang baik dilihat dari pengalamanya pernah menjadi 
Wakil Ketua DPRD yang membidangi Badan Anggaran (Banggar). 
Beliau berusaha untuk menerapkan good government dan clean 




Gaya kepemimpinan yang diadopsi olehIr. H. Hatta Rahman, MM, 
serta kedisiplinan yang diterapkan oleh beliau memberikan atmosfer 
tersendiri bagi berbagai pihak yang berada dalam lingkungan kerja beliau. 
Suasana lingkungan kerja yang dibentuk memberikan rasa kepercayaan 
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sehingga membuat berbagai pihak tetap merasa nyaman dipimpin oleh 
Beliau. 
Seorang pemimpin yang ideal tidak hanya mampu membuat 
perubahan dari segi perbaikan infrastruktur tapi juga mampu mengelola 
keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat mempengaruhi 
pelaksanaan kinerja pemerintahan. Ir. H. Hatta Rahman, MM, memiliki 
kemampuan mengelola anggaran dengan baik karena latar belakangnya 
yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros.  
Dari hasil pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 
Gaya Kepemimpinan yang diadopsi oleh Ir. H. Hatta Rahman, MM, adalah 
Gaya Demokratis. Selain gaya kepemimpinan tersebut, beliau juga 
menggunakan teori situasi dan manusiawi dalam kepemimpinan 
pemerintahannya. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap beliau dalam 
menangani suatu kondisi pemerintahan yang ada di Kabupaten Maros 














 Perkembangan Kabupaten Maros tidak lepas dari pribadi 
danperilaku bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM,sebagai Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros periode 2010 - 
2015. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di bawah 
kepemimpinannya mengarah kedalam ciri-ciri demokratis dengan 
pendekatan teori situasi dan manusiawi dalam kepemimpinan 
pemerintahan.Adapun yang dapat disimpulkan sesuai dengan 
rumusan masalah dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Gaya kepemimpinan Bupati Maros periode 2010 – 2015, dalam 
hal ini Bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM adalah gaya 
kepemimpinan demokratis. Hal tersebut didasarkan pada 
beberapa indikator yakni : 
1. Kepemimpinannya yang tidak lepas dari masukan pegawainya; 
2. Pemberian ruang kepada masyarakat dan SKPD untuk 
menyampaikan aspirasi dan gagasannya untuk perbaikan Maros; 
3. Adanya sikap mendelegasikan wewenang kepada jajaran 
pemerintahan, memberikan ruang kepada pihak terkait untuk 
berpartisipasi, dan memberikan dukungan serta pengarahan; 
4. Adanya hubungan emosional yang terjalin kuat melalui rapat 
koordinasi yang dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan; 
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5. Adanya pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan 
pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan. 
b. Faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan Bupati Maros 
periode 2010 - 2015 dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yakni : 
1. Kemampuan/ skill : Bupati Maros yakni Bapak Ir. H. Hatta 
Rahman, MM, dikenal sebagai pemimpin yang cerdas 
daninovatif, serta mampu memberikan peningkatan dalam 
berbagai aspek kehidupan bagi Kabupaten Maros. Berbagai 
kemajuan telah dilakukan selama kepemimpinan beliau 
khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, 
perekonomian dan pembangunan infrastruktur. Perubahan 
signifikan secara administratif dan fisik terlihat jelas dengan 
deretan prestasi yang diterima selama periode 2010 – 2015. 
2. Pengalaman kerja : Bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM, dikenal 
sebagai pemimpin yang pandai menempatkan diri dalam 
setiap situasi. Latar belakang pekerjaannya sebagai 
pengusaha dan pendidikannya yang sarjana teknik dan 
magister manajemen sumber daya manusia mempengaruhi 
kepemimpinannya. Oleh karena itu, segudang pengalaman 
kerja yang dimiliki beliau sangat bermanfaat pada 




3. Lingkungan kerja : Bapak Ir. H. Hatta Rahman, MM, sebelum 
menjadi Bupati Kabupaten Maros merupakan Wakil Ketua 
DPRD badan anggaran Kabupaten Maros. Selama menjadi 
Wakil Ketua DPRD, Ir. H. Hatta Rahman, MM, telah banyak 
belajar mengenai manajemen anggaran yang baik. Hal yang 
selalu menjadi kelebihannya yakni dalam manajemen 
keuangan. Hal ini yang kemudian berpengaruh dalam 
pengadopsian gaya kepemimpinan yang digunakan beliau.  
 
5.2 Saran  
Pelaksanaan Pemerintahan dengan menerapkan gaya 
kepemimpinan demokratis hendaknya memperhatikan beberapa hal, 
antara lain: 
1. Memaksimalkan pemberian pembekalan kepada seluruh 
pegawai/jajaran pemerintahan terkait tupoksinya masing-masing; 
2. Memaksimalkan pengelolaan SDM yang ada di setiap kecamatan di 
Kabupaten Maros; 
3. Mampu mendeteksi kemampuan pegawai agar dapat 
memaksimalkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan; 
4. Memperhatikan jalur administratif dalam mengambil suatu kebijakan 





 Dengan saran-saran tersebut, penulis berharap dalam 
penyelenggaraan pemerintahan kedepannya menjadikan Kabupaten 
Maros jadi lebih baik pada periode mendatang yang masih tetap di 
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